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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan 
ridho-Nya kami dapat menerbitkan Buku Maklumat dan Standar Pelayanan 
di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1803/SEKJEN/2019 tentang 
Penetapan Maklumat dan Standar Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Jenderal 
dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Sebagai sistem pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
(DPR RI). Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI) senantiasa berupaya dan berinovasi 
untuk mernberikan layanan terbaik bagi DPR RI serta anggota DPR RI. Dalam hal 
ini pada tahun 2019, Setjen dan BK DPR RI secara teknis telah menindaklanju ti 
melalui Bagian Organsiasi dan Tata Laksana dengan menitikberatkan penyusunan 
standar pelayanan pada 5 layanan yang secara langsung digunakan oleh DPR RI 
Anggota DPR Rl,Setjen BK DPR RI dan publik yang beraktifitas di lingkungan 
Setjen dan BK Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Adapun kelima 
standar pelayanan terse but yaitu standar pelayanan analisis ringkas cepat (ARC); 
standar pelayanan pengelolaan jaringan internet; standar pelayanan pemberian 
stempel SPPD; standar pelayanan penerimaan surat; dan standar pelayanan 
pembangunan dan pengembangan aplikasi. 

Selain penambahan beberapa standar pelayanan yang baru sebagaimana 
dijelaskan di atas, perubahan struktur organisasi Setjen dan BK DPR RI dengan 
dikeluarkannya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 
2018, menjadi salah satu faktor perubahan peraturan hukurn yang mendasari 
perubahan beberapa standar pelayanan yang sebelumnya telah ditetapkan pada 
tahun 2018. 

Atas upaya penerbitan buku ini, kami harap dapat memberikan kemudahan 
bagi unit kerja dalarn melaksanakan pelayanan dan memberikan informasi yang 
tepat bagi pengguna layanan dalam menerima informasi layanan Sekretariat 
Jenderal dan Badan Keahlian sebagai suatu sistem pendukung Dewan Perwakilan 
Rakyat Repu blik Indonesia. Selain itujuga dapat dipergunakan seoptimal mungkin 
oleh unit kerja dalam mendalami tugas dan fungsinya masing-masing. 

Jakarta, November 2019 
Sekretaris Jenderal, 

-�/ 
Indra Iskandar 

NIP. 19661114 199703 1 001 
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SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN 
SEKRETARIS JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUSLIK INDONESIA 

NOMOR: 1803/SEKJEN/2019 

TENT ANG 

PENETAPAN MAKLUMAT DAN STANDAR PELAYANAN 
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN SADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUSLIK INDONESIA 

SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUSLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan 
Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 
perlu adanya maklumat dan standar pelayanan 
di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Sadan 
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia; 

b. bahwa telah ditetapkan Keputusan Sekretaris 
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 1615/SEKJEN/2018 tentang 
Penetapan Maklumat dan Standar Pelayanan 
di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

c. bah wadengan diselesaikannya penyu sun an standar 
pelayanan analisis ringkas cepat (ARC), standar 
pelayanan pemberian stempel SPPD, standar 
pelayanan penerimaan surat, standar pelayanan 
pembangunan dan pengembangan aplikasi, dan 
standar pengelolaan jaringan serta perubahan 
terhadap standar pelayanan yang sudah ada, 
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LAMPIRAN I 
KEPUTUSAN 
SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 1803/SEKJEN/2019 
TANGGAL: 11 NOVEMBER 2019 

MAKLUMAT PELAYANAN 

"KAMI SEKRETARIAT JENDERAL DAN 
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BERKOMITMEN 
UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN DALAM 
MENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN" 

SEKRETARIS JENDERAL, 

• 

INDRA ISKANDAR 
NIP. 196611141997031001 
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LAMPIRAN II KEPUTUSAN 
SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 1803/SEKJEN/2019 
TANGGAL: 11 NOVEMBER 2019 

STANDAR PELAYANAN LAYANAN KESEHATAN 

A. Gambaran Umum 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 
2014 tentang Klinik, dinyatakan bahwa klinik adalah fasilitas 
pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau 
spesialistik. Berdasarkan jenis pelayanan yang diselenggarakan 
oleh Bagian Pelayanan Kesehatan maka termasuk dalam klinik 
utama yaitu klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik 
spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik. 

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 sebagaimana 
telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris 
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
7 Tahun 2018, Bagian Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas 
melaksanakan urusan pelayanan kesehatan di lingkungan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan 
Badan Keahlian. Sebagai salah satu unsur pendukung tugas- 
tugas kedewanan, maka Bagian Pelayanan Kesehatan dituntut 
untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu 
serta professional. 

Penanggung jawab kegiatan pelayanan kesehatan adalah 
Kepala Bagian Pelayanan Kesehatan yang secara organisasi 
terbagi atas Subbagian Pelayanan Medik yang dipimpin oleh 
Kepala Subbagian Pelayanan Medik dan Subbagian Tata Usaha 
yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha. 
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Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya standar 
pelaksanaan layanan kesehatan yang bermutu, efektif dan efisien 
bagi Anggota DPR RI serta seluruh unsur pendukung tugas-tugas 
dewan. 

Untuk dapat memberikan pelayanan dengan mutu atau 
kualitas yang baik, sehinga keselamatan pasiennya dapat 
terjamin, maka harus ditetapkan adanya standar pelayanan yang 
harus dilaksanakan oleh individu dan atau bersama-sama oleh 
penyelenggara kegiatan. Standar Pelayanan di lingkungan layanan 
kesehatan meliputi: 

1. Standar Pelayanan Rawat Jalan; 
2. Standar Pelayanan Gawat Darurat; 
3. Standar Pelayanan Laboratorium; dan 
4. Standar Pelayanan Farmasi. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 maka standar 
pelayanan yang disusun dengan mengikutsertakan masyarakat 
dan pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk mcnyelaraskan 
kemampuan penyelenggara peiayanan dcngan kebutuhan dan 
kondisi lingkungan guna mengefektifkan penyclenggaraan 
pelayanan yang berkualitas. 

:. Daaar Hukum 

Pcnyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh Bagian Pclayanan 
Kesehatan Sekrctariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, 
berdasarkan pada: 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4431); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 
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3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Noma 5357); 

5. Peraturan Presiden 27 Tahun 2015 ten tang SekretariatJenderal 
dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 43); 

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang 
Klinik; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman 
Standar pelayanan; 

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 
Dewan Perwakilan Republik Indonesia, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris 
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
7 Tahun 2018; 

9. Keputusan Sekretaris 
Republik Indonesia 

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Nomor 369/SEKJEN/2013 tentang 

Penetapan Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan 
Standar Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2013. 

C. Sarana Dan Praaarana 

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang ada disesuaikan 
dengan perkembangan teknologi, serta didukung dengan 
pemanfaatan IT. 
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Sarana di Bagian Pelayanan Kesehatan sebagaimana terdapat 
dalam Permenkes tentang Klinik, telah memenuhi ketentuan 
bangunan klinik yaitu terdapat: 
1. Ruang pendaftaran/ruang tunggu; 
2. Ruang konsultasi; 
3. Ruang administrasi; 
4. Ruang obat dan bahan habis pakai; 
5. Ruang tindakan; 
6. Ruang/pojok AS!; dan 
7. Kamar mandi/WC. 

Sementara prasarana di Bagian Pelayanan Kesehatan 
meliputi: 
1. lnstalasi sanitasi 
2. Instalasi listrik 
3. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran; 
4. Ambulans; 
5. Sistem gas medis; 
6. Sistem tata udara; dan 
7. Sistem pencahayaan. 

Fasilitas pelayanan yang terdapat di Bagian Pelayanan 
Kesehatan, adalah: 
1. Fasilitas Pelayanan Rawat Jalan, meliputi pelayanan poliklinik 

yaitu: 
a. Klinik Dokter Umum 
b. Klinik Penyakit Dalam, 
c. Klinik Jantung 
d. Klinik Kebidanan-Kandungan (Obs-Gyn), 
e. Klinik KB, 
f. Klinik Anak, 
g. Klinik THT 
h. KLinik Jiwa 
i. Klinik Mata 
j. Klinik Saraf 
k. Klinik Gigi- Mulut 
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I. Klinik Fisiotherafi 

m. Klinik Gizi 

2. Fasilitas Pelayanan gawat darurat 

3. Fasilitas Pelayanan Laboratorium 

4. Fasilitas Pelayanan Farmasi 

5. Fasilitas penunjang kegiatan pelayanan kesehatan 

D. Jumlah Pelaksana 

Adapun dalam Tabet 1 menggambarkan informasi tentang 
jumlah pelaksana yang berperan dalam menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan. 

Tabel 1 
Jumlah SDM di Bagian Pelayanan Kemehatan 

l'fO JElflS BDII DOKTER/ JUMLAH KETERAlfGAII IIEDIB (ORO) 
Tenaga Keaehatan 

1. Dokter umum 6 
2. Dokter Gigi (drg) 3 

3. Dokter Spesialis Penyakit 1 Tenaga kontraktual Dalam 

4. Dokter Spesialis 2 Tenaga kontraktual Kebidanan-Kandungan 
5. Dokter Spesialis Anak 1 
6. Dokter Spesialis THT 1 Tenaga kontraktual 
7. Dokter Spesialis Mata 2 
8. Dokter Spesialis Saraf 1 Tenaga kontraktual 

9. Dokter Spesialis Jiwa 1 (Psikiatri) 
10. Dokter Spesialis Jantung 1 Tenaga kontraktual 

11. Dokter Spesialis Patologi 1 Klinik 

10 9 PNS 
12. Perawat Umum 1 Tenaga Kontraktual 
13. Perawat Gigi 3 
14. Fisioterapist 3 
15. Analis Laboratorium 4 3 PNS 
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JENIS SDM DOKTE"R/ JUMLAH KETERANGAN RO MEDIB (ORG) 
1 Tenaga Kontraktual 
1 PNS 

16. Bidan 3 2 Tenaga Kontraktual 

4 
2 PNS 

17. Asisten Apoteker 2 Tenaga Kontraktual 
18. Ahli Gizi 2 Tenaga Kontraktual 

Tenaga Non Kesehatan 

19. Jabatan Administrator 1 Kepala Bagian 
Pelayanan Kesehatan 
• Kepala Subbagian 

20. Jabatan Pengawas 2 Pelayanan Medik 
• Kepala Subbagian 

Tata Usaha 
21. Jabatan Pelaksana 8 

E. Kompetensi Pelaksana 

Sumber Daya Manusia (SOM) di Bagian Pelayanan Kesehatan 
merupakan salah satu kunci dalam keberhasilan pelayanan 
kesehatan. Setiap SOM yang ada/ akan diadakan didasarkan pada 
kompetensi yang dibutuhkan yaitu: 

1. SOM yang memiliki kompetensi inti sesuai Budaya 
Organisasi. 

2. SDM memiliki kompetensi sesuai bidang profesi kesehatan. 

3. SOM yang bertugas sebagai Tenaga Kesehatan harus memiliki 
aspek legalisasi sesuai dengan peraturan profesi tenaga 
kesehatan. 

4. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan 
informasi. 

5. SOM yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara 
lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada 
pihak yang memerlukan. 
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F. Satuan Pengawas Internal (SPI) 

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka 
faktor kontrol merupakan salah satu upaya untuk mengupayakan 
segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada 
pola (on the track) dalam kerangka memperjuangkan visi dan misi 
yang telah ditetapkan. Adapun pengendalian kegiatan pelayanan 
kesehatan dilaksanakan oleh Kepala Bagian Pelayanan Kesehatan 
dan mendapat pengawasan internal dari lnspektorat Utama. 

G. Jamlnan Pelayanan 

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan 
terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan 
yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan kesehatan, 
Bagian Pelayanan Kesehatan selalu berupaya meningkatkan 
kualitas pelayanan agar lebih baik. 

Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

H. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan 

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanandi Bagian 
Pelayanan Kesehatan dimaksudkan adalah yang sudah lazim 
dikenal dengan "Pasien Safety". 

Sasaran pasien safety meliputi:Ketepatan identifikasi pasien, 
Peningkatan komunikasi yang efektif, Peningkatan keamanan obat 
yang perlu diwaspadai, Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, 
tepat-pasien operasi, Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan 
kesehatan, dan Pengurangan risiko pasien jatuh. 

Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya. 

I. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 
1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan 
perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayananan. 
Adapun keempat Standar Pelayanan di lingkungan unit pelayanan 
kesehatan disampaikan sebagai berikut: 
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1. Staudar Pelayauau Rawat Jalau 

NO. KOMPOIIEN URAIAN 

1. Persyaratan 1. Kartu ldentitas Anggota DPR 
Pelayanan 2. Kartu Indetitas Pegawai Setjen dan BK DPR 

3. Kartu ldentitas PPNPNS 
4. Kondisi gawat darurat 

2. Sistem, 
mekanisme, 
dan prosedur 

. 

Pasien 
melaksanakan 
pendaltaran 

Peraeriksaan 
ell poll 

Pelayanan 
obat 

. 

. 

- 

Nurse 
starion 

Pasien 
menunggu 

antrian 

Pasien 
pulang 

Keterangan : 
1. Pasien melaksanakan pendaftaran dengan 

menyebutkan identitas pasien 
2. Pasien mendatangi nurse station untuk 

dilakukan pengukuran tekanan darah, berat 
badan, dan tinggi badan 

3. Pasien menunggu antrian pernaoggilan 
sesuai dengan poli yang dituju 

4. Dilakukan pemeriksaan oleh tenaga 
keaehatan sesuai dengan poli yang dituju 

5. Pengambilan obat di layanan farmasi 
6. Pasien pulang. 
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1'0. ltO.MPOJ'fEI'{ URAlA1' 

3. Jangka waktu 1. Loket pendaftaran: 3 Menit 
penye lesaian 2. Nurse Station : 5 Men.it 

3. Pall : 
a. Poll Umum: 10 Me.nit 
b. Poli Gigi : disesuaika.a denga.n kasns yang 

ditangani 
4. Apatek : 5 Meo.it. 

4. Biaya/ t.arif Tida.k dipungut biaya. 

5. Produk Pelayanan jasa berupa pemeriksaan keeehatan, 
pelayanan pengobatan, konsultasi kesehatan 

6. Penanganan 1. Pengaduan, saran, dan masukan. dapat 
pengaduan, disampaikan seca.ra langsung dl loket 
saran, dan pendaftaran di B� Pelayanan Kesehatan 
masukan Oedung Nusantara n 

Jalan Je.ndcral Gatot Subroto Jakarta 10270 

2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat 
disampaikan melalui kotak pengaduan yang ada 
di Bagian Pelayanan Kesehatan 
Oedung Nusanmra n 
Jalan Jenderal Oatot Subroto Jakarta 10270 

3. Menyampru.'l<an pengaduan, saran, dan 
masukan langsung melalui 
Telepon : 021- 5715440 dan 021-5715834 
Email : vanke!i@.der.go.id 
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2. Standar Pelayanan Gawat Darurat 

NO. KOMPONE.l'i" 

1. Persyaratan 
Pelayanan 

1. Kartu ldentitas Anggota DPR 
2. Kartu Indetitas Pegawai Setjen dan BK DPR 

3. Kartu Identitas PPNPNS 
4. Kondisi gawat darurat 

2. Sis tern, 
mekanisme, 
dan prosedur 

r • 

Pasie.n I Tindakan ml!diH 

• 
Penpntnr 

Pu!im 

' • 
- - _._ 

Pcndaftaran 

Plliayanan o bat 

PeiCll 
pulang/dm.duk 

Keterangan: 
1. Pasien emergency langsung dibawa ke ruang 

gawat darurat. 

2. Pengantar Pasien melaksanakan pendaftaran 
pasien untuk mendapatkan identitas pasien 

dan pemeriksaan 3. Pasien mendapatkan 
tindakan medis 

4. Pasien diberikan obat 
5. Pasien pulang/pasien dirujuk ke rumah sakit 

apabila diperlukan 
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NO. KOMPOl91ffi URAIAN 

Cata tan: 
1. Diprioritaskan untuk penanganan pasien 
2. Pendaftaran dapat dilakukan secara simultan 

dengan penanganan pasien 

3. Jangka waktu 1. Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 
penyelesaian menit. 

2. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi 
pasien 

4. Bia ya/ tarif Tidak dipungut biaya 

5. Produk Pelayanan Gawat Darurat 
pelayanan 

6. Penanganan 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat 
pengaduan, disampaikan secara langsung di loket pendaftaran 
saran, dan di Bagian Pelayanan Kesehatan 
masukan Gedung Nusantara II 

Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270 
2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat 

disampaikan melalui kotak pengaduan yang ada di 
Bagian Pelayanan Kesehatan 
Gedung Nusantara II 
Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270 

3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan 
langsung melalui 
Telepon: 021- 5715440 dan 021-5715834 
Email : yankesialdQr.go.id 
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3. Standar Playanan Laboratorlum 

NO. KOMPOl'fEN 11RAIAN 

1. Persyaratan 1. Surat pengantBl' 
Pelayanan 2. Pcrsyaratan tekrus 

2. Si stem, 
mekanlsme, Pau:n .., Pa.Iii.en 
dan prosedur mclaksanakan menunggu 

penda11:aran antrian . . 

' -IL- 
Pemeriksanaan 

� 

!'ftngambila:n 
sampel sarnpel 

' . - 
-11-- 
PenC11uu:.an - 

J .., P.en,yerahan 
vmfil<aai basil 

' 
Keterangan: 
1. Pasien melakukan pendaftaran 
2. Menunggu panggilan untuk pengambilan 

sampel 

3. Pengambilan sampel oleh petugas 
laboratorium 

4. Proses pemeriksaan sampel-analisa 
5. Pencatatan haail-veriflkaai 
6. Penyerahan hasil 

3. Jangka waktu l. Pendaftaran 3 menit 
pen ye Iesaian 2. Pengambllan sampcl 5 mcnit 

3. Pencatatan hasil 5 menit 
4. Penyerahan basil 2 jam 
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;NO. KOMPONEN URAIAN 

4. B1aya/tarU Tidak dipungut biaya 

5. Pmduk Haail Pemerikaaan Laboratorium 
pelayanan 

6. Penanganan 1. Pengaduan, saran, dan maaukan dapat 
pengaduan, disampaikau aecara langaung di lolret 
saran, dan pendaftaran di Begiau Pelayanan Keaebatan 
maaukan Oedung Nuaantara n 

Jalan Jenderal Oatot Subroto Jakarta 10270 
2. Pengaduan, saran, dan maaukan dapat 

diaampeikau melalui lmtak pengaduan yang ada 
di Bagian Pela,yanan Keaehatan 
Oedung Nuaantara n 
Jalan Jenderal Oatot Subroto Jakarta 10270 

3. Menyampeikau pengadwm, saran, dan maaukan 
Jangaung melalui 
Telepon: 021- 5715440 dan 021-5715834 
Email : DDlm�m.12:id 
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4. Sta11dar Pelayam J'armul 

so, KOIIPONEN URAL\lf 

l. Persyaratan 1. Kartu ldentitas Anggota DPR 
Pelayanan 2. Kartu Indetitas Pegawai Setjen dan BK DPR 

3. Kartu ldentitas PPNPNS 
Dengan membawa reaep dari Dokter 

2. Sistem, 
mekanisme, l"aslen ., Paslen 
dan proaedur Jllt!l1,Y61ahkan menunggu 

rew,;.p dokb,r antrlan 
- ' _._ 

Pell}iapan I Entry 
obar 

� 
rcscp 

·- - _._ 
Peng�ekan ., Pcrcycraban 

obat obat - 
" - 

Keterangan: 
1. Pasien menyerahkan resep ke bagian 

Farmasi dan mendapatkan nomor antrian 
2. Pasien menunggu antrian 
3. Entry reaep ke dalam data obat 
4. Penyiapan obat 
5. Pengecekan obat 
6. Pemberian obat kepada pasien aesuai nomor 

antrian 

3. Jangka waktu 1. Pelayanan obat jadi : 10 me nit, setelah 
penye lesaian pasien mendapatkan nomor antrian. 
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NO. KOMPONEN URAIA.N 
2. Pelayanan obat racikan: 15 menit setelah 

pasien mendapatkan nomor antrian 

4. Biaya/ tarif Tidak dipungut biaya/ gratis 

5. Produk PelayananFarmasi 
pelayanan 

6. Penanganan 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat 
pengaduan, disampaikan secara langsung di loket 
saran, dan pendaftaran di Bagian Pelayanan Kesehatan 
masukan Gedung Nusantara II 

Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270 
2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat 

disampaikan melalui kotak pengaduan yang ada 
di Bagian Pelayanan Kesehatan 
Gedung Nusantara II 
Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270 

3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan 
langsung melalui 
Telepon: 021- 5715440 dan 021-5715834 
Email : yanke!@dQr.go.id 

SEKRETARIS JENDERAL, 

·�/ 
INDRA ISKANDAR 
NIP. 196611141997031001 
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LAMPIRAN III KEPUTUSAN 
SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 1803 /SEKJEN/2019 
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2019 

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

NO. KOMPONl!JN 

1. Dasar Hulrum 

2. Persyaratan 
Pelayanan 

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik; 

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik; 

3. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik di Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 
tentang Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 
Rakyat Repubiik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen dan BK 
DPR RI sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 
7 Tahun 2018; 

6. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
369/SEKJEN/2013 tentang Penetapan Pedoman 
Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar 
Pelayanan di Linglrungan Sekretariat Jenderal 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Masyarakat/ Perorangan;LSM /Organisasi 
Kemasyarakatan; Wartawan/Organisasi Profesi; 
Pegawai Instansi; Instansi Pemerintah: 
1. Mengajukan permohonan secara langsung atau 

melalui website: ppid.dpr.go.id; 
2. Pemohon yang datang secara langsung akan 

dipandu oleh petugas untuk membuat alrun dan 
mengajukan permohonan melalui website; 

3. Menyertakan fotokopi atau scan KTP/SIM/ 
Paspor / Akta Pendirian Badan Hulrum yang 
masih berlalru. 
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NO. KOHPONEN 

3. 
Sistem, 
Mekariiame, 
dan Prosedur 

(!fJ,,, o MeJakuk.an �ialrasl di Webslw s• pplcl.dpr.go ,d - 1 ,mt l'.Pt,m":JJII rw a*"11) 
1 iMl• � �.EU 11:111111 A*'l!rt fNJmflJ 

+ 

.... �ill Mel'la;lM,,li p� l'llcinTta- 
lL �- Mi11rt1»lllllfll r.tnllntwll1 lnlrtiWrl 

Dengan Alasan 
Panolakan 

• Walmi Pe1Wa111lilfl PllnYfillaal ln!i:rma&l 
I a f'af K!!jB 003rbsl Pe!pen)B!lpl 1 Hrri K 

+ ...... ,� 
lnformasl Dlkecua!dcan .I(/� • 
Pamohonan onolak 

lnlDffllael temuka : 
dale dlbarlkan malalul akun 
pemotion di ppld.dpr.go Id 

Keter1111gan: 
I. Pemohon dapat dat:ang secara langsung ke 

Bagian Humas Setjen dan BK DPR RI atau 
mengunjungi webslte: ppid.dpr.go.id untuk 
mcngajukan permohonan informaai; 

2. Pemohon diwajibkan mengisr formulrr 
pcnnohonan informasi publilc (onlineJ secara 
lengkap, terdlrl ates: 
a. data diri yaitu: nama, atamat, nomor 

telepon, fotokop1/hasll scan identrtas dui 
(KTP/SIM/ Paspor) a tau akta pendu-ian 
baden hukum. 

b. data menge nal mformasi yang diminta: 
data informaai ublik sub ek ronnat 
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NO. XOIIPONEN URAlAN 
informasi (soft copy atau print out), serta 
alasan permohonan informasi. 

3. Petugas Layanan Informasi mengakses data 
base dan website untuk mencari informasi 
yang diminta. Jika tersedia di data base dan 
website, Petugas Layanan Informasi segera 
menyampaikan informasi yang diminta 
kepada pemohon. 
Apabila data yang diminta tidak tersedia di 
data base a tau website, petugas akan 
memproses/ meneruskan permohonan 
informasi pada unit kerja yang menciptakan 
informasi dimaksud. 

4. Pemohon dapat mengambil informasi yang 
dibutuhkannya secara langsung atau dengan 
mendownload data melalui akun pemohon di 
website i;rnid.dQr.go.id. 
Apabila informasi yang dim in ta pemohon 
termasuk informasi yang dikecualikan/ data 
tidak dalam penguasaan PPID Setjen dan BK 
DPR RI maka pemohon diberikan 
pemberitahuan secara tertulis dengan alasan 
penolakan. 

4. Jangka Waktu Maksimal sepuluh ( 10) hari kerja sejak diterimanya 
Penyelesaian permohonan informasi, dan dapat diperpanjang 

paling lama tujuh (7) hari kerja. 

5 Biaya/Tarif Tidak dikenakan biaya / tarif. 

6. Produk Informasi terkait dengan lingkup tugas dan fungsi 
Pelayanan DPR RI dan/atau Setjen dan BK DPR RI. 

7. Sarana, 1. Website; 
Prasarana 2. Ruang tunggu dan sarana kelengkapannya; 
dan/atau 
Fasilitas 3. Softcopy dan/atau hardcopy dokumen; 

4. Database informasi; 
5. Komputer/Laptop; 
6. Jaringan internet; 
7. Pesawat telepon dan fax; 
8. Mesin fotocopy; 
9. Alat scan; 
10.Alat tulis Kantor. 
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NO. KOIIPONEN URA1AN 

8. Kompetensi SOM yang kompeten dalam melayani, mengelola, 
Pelaksana dan menyediakan data/infonnasi publik. 

9. Pengawasan Atasan langsung Ketua PPID. 
Internal 

10. Penanganan Saran, kritik maupun pengajuan keberatan terkait 
Pengaduan, Layanan Infonnasi Publik disampaikan melalui: 
Saranadan Surat: ditujukan kepada Ketua PPID Setjen dan • Prasarana BK DPR RI; 

• Email: ppid@dpr.go.id 
Jika pemohon masih keberatan denganjawaban 
keberatan dari PPID Setjen dan BK DPR RI, 
pemohon dapat mengajukan keberatan ke Komisi 
Infonnasi Pusat sesuai dengan ketentuan dalam 
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Infonnasi Publik. 

11. Jumlah maksimal 2 (dua) orang petugas pelayanan untuk 
Pelaksana setiap pennohonan. 

12. Jaminan Infonnasi diberikan dengan cepat, tepat dan dapat 
Pelayanan dipertanggungjawabkan; 

Jika infonnasi tidak dapat diberikan, pemohon akan 
diberikan jawaban tertulis dan/ atau surat resmi 
dari Ketua PPID terkait tidak dikuasainya data oleh 
PPID Setjen dan BK DPR RI. 

13. Jaminan Infonnasi yang diberikan dijamin keabsahannya 
Keamanan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, 
Keselamatan kecuali dinyatakan lain. 
Pelayanan 

14. Evaluasi Kinerja 1. Evaluasi laporan per bulan; 
Pelaksana 2. Evaluasi laporan tahunan. 

S�r?;ENDERAL 
INDRA ISKANDAR 
NIP. 196611141997031001 
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LAMPIRAN IV KEPUTUSAN 
SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 1803 /SEKJEN/2019 
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2019 

STANDAR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT 

1'1'0. KOMPOBEN 1JRAlA.N 

1. Dasar Hukurn 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2018; 

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik; 

3. Peraturan Presiden Nornor 27 Tahun 2015 tentang 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

4. Peraturan Presiden Nornor 76 Tahun 2013 tentang 
Pengeloiaan Pengaduan Pelayanan Publik; 

5. Permenpan Nornor 24 tahun 2014 tentang 
Pedornan Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan 
Peiayanan Publik Secara Nasional; 

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia Nornor 6 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen dan BK 
DPR RI sebagairnana telah beberapa ka1i diubah 
terakhir dengan Peraturan Seltjen DPR RI Nornor 7 
Tahun 2018; 

7. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia Nornor 
369/SEKJEN/2013 tentang Penetapan Pedornan 
Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar 
Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Jenderal 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 
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NO. KOMPONEl'i URAIAN 

2. Persyaratan 
Pelayanan 

l. Pengaduan melalui surat/tertulis: 
Masyarakat rnenyampaikan surat pengaduan 
tertulis, ditujukan ke alamat : 
Pirnpinan/Kornisi/Badan DPR RI 
JI. Jenderal Gatot Subroto, Senayan 
Jakarta 10270 

2. Pengaduan melalul Website : www.dpr.go.id 
{https: I I pengaduan.dpr. go.id) 
Pengadu rnengisi form pengaduan dengan 
rnelampirkan identitas. 
Beberapa ha! yang harus diperhatikan agar 
pengaduan dapat diproses lebih lanjut: 
a. Surat/website rnernuat identitas dan alamat 

pengirirn yang jelas dan lengkap; 
b. Surat/website rnernuat rnaksud dan tujuan yang 

jelas; 
c. Substansi perrnasalahan yang disampaikan jelas; 
d. Masalah yang disampaikan rnemerlukan 

penyelesaian atau respon; 
e. Data pendukung disampaikan secara lengkap 

dan akurat; 

3. Pengaduan datang langsung 
Masyarakat datang langsung ke: 
Bagian Pengaduan Masyarakat 
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 
DPR RI Lantai 2 R.209 
JI. Jenderal Gatot Subroto, Senayan 
Jakarta 10270 
dengan rnengisi buku tarnu dan rnenyertakan 
fotokopi identitas diri. 

4. Pengaduan melalui SMS Aspirasi 
+628119443344 
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BO, KOIIPOHBN 

S�nn Ad.u,n Bagian Dumas 
di111Juk.ml kcp,1da •; menginput surat 

Punplnw11 1'amisl/ yang ditujukan ke 
Billlnn DPR RI Plmpuwri D� RI. 

dibUtlt kJ,!nalogl 
' dM dlanalibA '51'!1Wll 

11 p.<!l'mlllllWlh.sn dan 
Uljl)<UI 

� � 

Bngfun !)um.alt 11 mttnginpul Slim l 
ynn&dltujulmn � 

kttpu.dll. Kotru!fi/Bll• 
Dispt,oilli Pimpina.t'l dnn DPR fiJ. dibl,Uli 

kn:mnlo,o DPR ditonlskatl 

' 
Jmpi,da Pnnpmen 

AKD, d.\Ul tunbl1!!8n 

I Kcpruln�u 

' 
� 

3. Sistem, 1. _Pengaduan Melalui Surat/Tertulis: 
mekanisme, 
dan prosedur 

kepada 
Keterangan: 
a. Surat Aduan ditujukan 

Pimpinan/Komisi/Badan DPR RI; 
b. Bagian Dumas menginput surat yang ditujukan ke 

Pimpinan DPR RI, dibuat kronologi dan dianalisa 
sesuai permasalahan dan tujuan; 

c. Bagian Dumas menginput Surat yang ditujukan 
kepada Komisi/Badan DPR RI, dibuat kronologi; 

d. Bagian Pengaduan meneruskan Disposisi Pimpinan 
DPR kepada Pimpinan Komisi/Badan; 

e. Bagian Dumas mengirim Surat Pemberitahuan 
Tindak Lanjut kepada Pengadu. 
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lJO. XOMl'OIIER 

2. Pengaduan MeWul Website: 

,. 

Pimgadu Log 1n 
m,elnlut Websir� 

. 

l'l:ngndu =g!si 
P'onn $:tf\lal hmm 

ya11g Qdll' 

--,,- '- 

f>l:ngadu dafJ!ll 
men� Still"� 

Tlndak l.arljm 
Ad uan denG11n 

Tikcl Pi,ngnduan 

I 

� 

l'engadu 
menu nggu lhtgfM 
Dumas membual 

kronc!gia don 
rneneru �kan k<,pada 
Pimpinnn/ Kmn11,1/ 

B,i,dau OPR RI 
' . 

Ketuulpa: 
a. Pengadu Log In melalui www,dm,go,jd 

(http:/ /penpduan.dpr.go.id); 
b, Pengadu mengisi Form, seauai iaian yang ada, dan 

akan mendapa.t Tiket pengaduan; 
c. Bagieu Dumas membuat kroDogia dan menerullkan 

kepada Pimpinan/Komiai/Badan DPR RI; 
d. Pengedu dapa.t mengecek Status Tindek Lmtjut 

Aduan dengen Tiket Pengaduan. 
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NO. KOMPONE1'1' URAIAN 
3. Pengaduan Datang Langsung: 

a. Membawa Surat Aduan 
r 

P"n�u� ' Pen�du D11tung 
J..1111gsuna 1<c •; aukv Tamu. a?ll.b•lll 
�on Pen&nduon belum mempunyu, 

Mruiynrn.kal N�mor Regfstrasi 
Surnl, Pettgadu 

dl&ruhli.,in lu: aagµ,n 
Pcnruratan d.ell 
ptfl)imparum .I B11g1nn Dvma11 

I ----=---- ml:nginput Surat daI) 
mtmbuat kn>noll>gi 

� 

Pengadu rnendnpat 
clan mclalmkan Buktl Surnt den 

Ano.J!,u, lerka.it ,ru,t,,ri 9ag,nn Pc.,.µrD.1.Im 
pengnduan, 5ctUll:l dJm Pl:n;,imp,111.11n. 

permasalahan .I 
� 

' r ' 
Bagian Ou.mu Bagil!n Dumas 

-menl!l'll,knn Ol8]J<!Blod ., membuat Surat 
PlmpJno..n DPR Pmnboritehuen 

lrep11d11 Punplnan Tindnk Lall.Jut 
Komim/ Bru:ln.n l'cn8"-d uan 

" ., , 

Keterangan: 
1) Pengadu Datang Langsung ke Bagian Pengaduan 

Masyarakat; 
2) Pengadu Mengisi Buku Ta.mu, apabila belum 

mempunyai Nomor Registrasi Surat, Pengadu 
diarahkan ke Bagian Persuratan dan Penyimpanan; 

3) Pengadu Mendapatkan Bukti Surat dari Bagian 
Persuratan dan Penyimpanan; 

4) Bagian Dumas menginput Surat, membuat 
kronologi dan melakukan Analisa terkait materi 
pengaduan, sesuai permasalahan; 

5) Bagian Dumas meneruskan Disposisi Pimpinan 
DPR kepada Pimpinan Komisi/Badan; 

6) Bagian Dumas membuat Surat Pemberitahuan 
Tindak Lanjut Pengaduan. 
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NO. KOMPOlfEN URA1AN 
b. Permohonan informasi tindak !!!!!fut Surat 

Aduan: 

l, 
·Pcngadu dalang Pcngadu mcngjlri \ 

lnlku tamu .\ La.nt9ung 

-{ memperli luillwn 
nomor lwl!l8(!!Uil Su.Nt 

qan mcnonJlll<nn 
tind.il<lanjul 
Pengwiuan 

- -1 - 
Bnwnn P�gadUAO Mru!yani.lau, mi:.mbmlmn in{orrnMi 
m,;,ngcnll.l. titld!lklanjul dan ptri<cmbangah pada AKD 

terkal; [sesuai re1<n=rl.n'!I Bagilw �gaduan 
Masyurnku.l ka Kamlsl/Badon) 

Keterangan: 
1) Pengadu mengisi buk:u tamu; 

2)Pengadu datang langsung dan memperlihatkan 
nomor Registrasi Surat dan menanyakan 
tindaklanjut Pengaduan; 

3) Bagian Pengaduan Masyarakat, memberikan 
informasi mengenai tindaklanjut dan 
perkembangan pad a AKD terkait (sesuai 
rekomendasi Bagian Pengaduan Masyarakat ke 
Komisi/Badan). 

c. Konsultasi (bagaimana mengadukan mualah) : 

Pcngadu mengisi - Pcngwill 
bcrl<(,rµ,yltwd 

btlku tamu dao mcngadukiu, 

' 
l)C!J"IJIMS IAha n 

Baglan ·Ihlnu>ll � penjolluan 
ia,pada p<"ngo.du blilkmcngcrull p"'sedu r 

pl'!Tlyampwa:n sumt aduun maupun 
penJ.nl.eaan u,rlmit maten aduaa aesual 

permohonen 
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NO. KOMPONEN 
Ketera.ngan: 
a. Pengadu mengisi buku tamu; 
b. Pengadu berkonsultasi dan mengadukan 

permasalahan; 
c. Bagian Dumas memberikan penjelasan kepada 

pengadu baik mengenai prosedur penyampaian 
surat aduan maupun penjelasan terkait materi 
aduan sesuai permohonan. 

4. Pengaduan Melalui SMS +628119443344: 

Baglnn Ouma.o 
memilnh dan 

meneruskan kepada 
Pimplnnn/Komllli/ 

&rum ""!ittn.i bidllng; 
perrnasalahan 

l 

-1 _ ..._ .,, 

Pimg;,rlu menglnm 
Ad.ulln m<:lalui S MS 

Pcngo.duan Jangsung 
dJJ11wnb mcllllll.i SMS 

. 
Ketera.ngan: 
a. Pengadu mengirim Aduan melalui SMS; 
b. Bagian Pengaduan Masyarakat memilah dan 

meneruskan kepada Pimpinan/Komisi/Badan 
sesua.i bidang permasalahan; 

c. Aduan langsung dijawab melalui SMS. 

4. Jangka waktu 
penyelesaian 

1. Pengaduan melalui surat/ tertulis: ditindaklanjuti 
3x24jam 

2. Pengaduan melalui Website www.dpr.go.id 
{http: //pengaduan.dpr.go.idl 
Ditindaklanjuti pada hari yang sama lx24 jam 

3. Pengaduan secara langsung 
Ditindaklanjuti di hari yang sama 

4. Pengaduan melalui SMS Aspirasi 08119443344 
Ditindaklanjuti pada hari yang sama lx24 jam 
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NO. KOMPOl\JEN URAi.AN 
5. Loket pengaduan dibuka setiap hari kerja pukul 

08.00-16.00 wib 
6.Jangka waktu penyelesaian surat pengaduan 

disesuaikan dengan permasalahan yang diadukan. 

5. Biaya/ tarif Tidak dipungut biaya/Gratis 

6. Produk Analisis surat pengaduan sesuai permasalahan yang 
pelayanan diadukan maupun melalui media yang digunakan. 

7. Sarana, I. Ruang tarnu ber-AC, meja, kursi tarnu 
prasarana, 2. Komputer dengan akses internet 
dan/atau 
fasilitas 3. Printer 

4. Pesawat Telepon 
5. Mesin Fax 
6. Mesin fotocopy 

8. Kompetensi 1. SOM yang memiliki pengetahuan di bi dang 
Pelaksana keparlemenan; 

2. SOM yang merniliki kemarnpuan berkomunikasi 
dan keterarnpilan khusus dalarn hal penanganan 
pengaduan; 

3. SOM yang merniliki kemarnpuan menganalisis 
substansi pengaduan; 

4. SOM yang memiliki kernarnpuan di bidang teknologi 
informasi. 

9. Pengawasan 1. Atasan langsung Kepala Bagian Pengaduan dan 
internal Masyarakat; 

2. Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat. 

10. Penanganan 1. Terkait pelayanan pengaduan masyarakat 
pengaduan, disarnpaikan melalui Kotak Suara di: 
saran, dan Bagian Pengaduan Masyarakat Setjen dan BK OPR masukan RI 

Gedung Setjen dan BK Lantai 2 R.209 
Telp. 021- 5715-764, 5715-818, 5715-815 
Fax. 021- 5715-687. 

2. Terkait pelayanan pengaduan masyarakat secara 
online dapat disarnpaikan melalui email: 
bag_dumas§dpr.go.id 

11. Jumlah 2 orang petugas setiap pengaduan. 
pelaksana 
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NO. KOMPONBR URAIAN 

12. Jarnjnan Pengaduan clan aapirasi yang disampaikan akan 
pelayanan dianaHsis clan diteruskan dengan cepat, tepat, 

lengkap, clan dapat dipertanggungjawabkan. 

13. Jaminan ldentitaa pengadu dilindungi kerabasieennya. 
keamaoan 
clan 
keaelamatan 
pelayarum 

l.4. Evaluasi Evaluasi kinerja pelayan.an dilakukan aatu kali daJam 
kinerja aatu tahun, Selanjutnya dilakukan tiDdakan 
Pelayarum perbaikan untuk menjaga clan meningkatkan kinerja 

pelayanan. 

S�Wl1 ;ERAL, 
INDRA ISKANDAR 
NIP. l96611141997031001 
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LAMPIRAN V KEPUTUSAN 
SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 1803 /SEKJEN/2018 
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2018 

STANDAR PELAYANAN 
PENYALURAN DELEGASI MASYARAKAT 

l'IO. KOMPONBK O'RAlAN 

1 Dasar 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang 
Hukum Keterbukaan Informasi Publik 

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Informasi Publik; 

3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI; 

4. Peraturan Sekjen Pelayanan Publik; 
5. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Keterbukaan DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Setjen dan BK DPR RI 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekjen DPR 
RI Nomor 2 Tahun 2016; 

6. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 
369/SEKJEN/2013 tentang Penetapan Pedoman 
Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Stander 
Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

2. Persyaratan Delegasi Datang aecara langaung : 
Pelayanan a. Terjadwal Tertulis 

- Ada bukti surat undangan atau disposisi surat dari 
Dewan/ setjen dan BK; 

- menyerahkan Identitas diri (KTP /SIM); 
- Mengisi formulir permohonan; 
- Wajib menaati Tata Tertib 

b. Terjadwal tidak tertulis 
- Telah dikonfinnasi ulang kepada pihak penerima 

Dewan/Setjen dan BK DPR RI 
- Identitas diri (KTP/SIM); 
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1£0. KOMPONEN URAIAN 
- Mengisi formulir permohonan; 
- Wajib menaati Tata Tertib. 

c. Tidak terjadwal dan tidak tertulis 
- menyerahkan Identitas diri (KTP/SIM); 
- Mengisi formulir permohonan; 
- Wajib mentaati Tata Tertib 

3. Sistem, 
rnekanisme, Delegasi Masyarakat Menyampaikan maksud 
dan prosedur kedatangan kepada petugas di loket aspirasi _._ 

Delegasi masyarakat menunggu Petugas I mengonfirmasi kedatangan delegasi pada Pihak 
yang dituju I - ... .. 

Dclvgasi Me.synralmt Dclagui manorimll 
o;iimenme.lwnfinnl1!ii kanlinnruil t:idak 

un tuk di\cfima. dii.,,rima oleh Pi/ulk 
yang ,dltuJu . ... ._ 

Oclcp.ul Ma:sya,:aDt Oclegn.sai tnJl.l!Y>lfl1.kJ. 
diarnar ke Pihak yang; iru,nlfll.J'lll penjcblln 

dltl.tjtl drui PDM 
. ... ... 

Del_, diter.u:na Ddeg,isw MII.S)ltU'1lkat 
of el) Pih o.k: dlnntar mC"J1Jnggalkan 
yangdlutju Ocdung QPR. . . ... 

. 

De!eplll\t dia.nl:!lr 
meni:nggalkim 
GedonADPR. 

' 
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NO. KOMPONEN URA1AN 
Keterangan: 
1. Delegasi Masyarakat mendatangi gedung DPR RI dan 

mendapatkan pelayanan pendaftaran dengan mengisi 
fonnulir tamu di Ruang Penyaluran Delegasi 
Masyarakat (PDM), Gedung Nusantara lII Lantai 1; 

2. Delegasi masyarakat menunggu informasi diterima 
atau tidaknya delegasi oleh pihak yang dituju. 
Petugas dari PDM mengkaji dan menganalisis aspirasi 
yang akan disampaikan. Melakukan koordinasi 
dengan unit/ pihak yang dituju di lingkungan Dewan 
dan Setjen dan BK DPR RI; 

3. Delegasi masyarakat menerima pemberitahuan 
tentang diterima atau tidaknya delegasi oleh pihak 
yang dituju; 

4. Delegasi masyarakat: 
a. Terjadwal, diterima dan disalurkan ke pihak yang 

menerima; 
b. Tidak terjadwal, diterima dan disalurkan ke pihak 

yang menerima; 
c. Tidak diterima, akan ditampung oleh PDM untuka 

dijadwalkan ulang atau diberikan penjelasan 
mewakili lembaga/ instansi. 

Cata tan: 
Jumlah delegasi yang diterima disesuaikan dengan 
persetujuan pihak yang menerima, kecuali point a 
jumlah delegasi diterima sesuai permintaan. 
Delegasi masyarakat diantar meninggalkan gedung DPR 
RI. 

4. Jangka 1. Loket layanan Aspirasi memberikan layanan 
waktu penyaluran setiap hari kerja padaJam. 09.00-16.00 
penyelesaian WIB; 

2. Jangka waktu penyelesaian pemberian layanan 
penyaluran pada setiap delegasi masyarakat adalah 
minimal 1 jam untuk delegasi yang terjadwal; 

3. Untuk delegasi masyarakat yang tidak terjadwal 
jangka waktu pemberian layanan penyaluran 
tergantung pada kondisi di lapangan. 

5. Biaya/ tarif Tidak dipungut biaya 

6. Produk Terselenggaranya penyaluran delegasi masyarakat. 
pelayanan 
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NO. KOMPONEN URAIAN 

7. Sarana, 1. Ruang tunggu dan sarana kelengkapannya; 
Prasarana 2. Database informasi; 
dan/atau 
Fasilitas 3. Komputer/Laptop; 

4. Jaringan internet; 
5. Pesawat telepon dan fax; 
6. Mesin fotocopy; 
7. Alat scan; 
8. Alat tulis Kantor. 

8. Kompetensi SOM yang kompeten: 
Pelaksana 1. Dapat melakukan Analisa substansi aspirasi; 

2. Memahami situasi dan kondisi nasional; 
3. Memahami pennasalahan kedewanan dan kesetjenan 

dan badan keahian, 
4. Memahami substansi komunikasi efektif; 
5. mampu memberikan pelayanan penyaluran delegasi 

masyarakat. 

9. Pengawasan Atasan langsung Kepala Biro Protokol 
Internal 

10. Penanganan Aspirasi, Saran dan Masukan terhadap layanan 
Aspirasi, penyaluran delegasi masyarakat dapat disampaikan 
saran,dan secara langsung Bagian Upacara dan Penyaluran 
masukan. Delegasi Masyarakat Sekretariat dan Badan Keahlian 

DPRRI 
Gedung Nusantara III Lantai 1 
Telp. 021-5715347 
Fax. 021-5715359 

11. Jumlah 1. SOM yang dapat melakukan Analisa substansi 
Pelaksana aspirasi, dapat memahami situasi dan kondisi 

nasional, memahami pennasalahan kedewanan dan 
kesetjenan, badan keahian, menguasai komunikasi 
efektif, dan mampu memberikan pelayanan 
penyaluran delegasi masyarakat sebanyak 10 
(sepuluh) orang 

2. SOM yang mampu melakukan kegiatan tata usaha 
dan administrasi penyaluran delegasi masyarakat 2 
(dua) orang 

12. Jaminan Pelayanan penyaluran delegasi masyarakat diberikan 
Pelayanan secara cepat, tepat dan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

38 



NO. KOMPONEl'J URAlAli 
13. Jaminan Pelayanan penyaluran delegasi maayarakat dijamin 

Keamanan aman dan ael•rn•t eel•rn• kegiatan berlanpung. 
dan 
Keeelarn•tan 
Pelayanan 

14. Evaluasi 1. Evaluaai Japonm per bulan; 
Kinerj11 2. Evaluaai Japonm tahUD8ll. Pelaksana 

SEKRETARlS JENDERAL, 

·�/' 
INDRA ISKANDAR 
NIP. 196611141997031001 
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LAMPIRAN VI KEPUTUSAN 
SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 1803 /SEKJEN/2018 
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2018 

Standar Pelayanan Perpustakaan 

RO, �OMPONEN 

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik; 

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik; 

3. UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI; 
5. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Tata Tertib DPR RI; 
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen dan BK 
DPR RI sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 7 
Tahun2018; 

7. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 
369/SEKJEN/2013 tentang Penetapan Pedoman 
Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar 
Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Jenderal 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

2. Persyaratan 
Pelayanan 

1. Pemustaka dapat datang secara langsung ke 
Perpustakaan DPR RI atau mengunjungi website: 
perpustakaan.dpr.go.id untuk melihat katalog 
on line; 

2. Pemustaka adalah Anggota DPR RI, Pegawai 
Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian DPR RI, 
Tenaga Ahli (TA) dan Staf Administrasi Anggota 
(SAA) DPR RI; 

3. Pemustaka yang akan menjadi anggota 
perpustakaan diwajibkan mengisi formulir dengan 
melengkapi persyaratan sebagai berikut: 
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NO. KO)JPONElt 
c, ldentitas data dlri; 
d. begi TA atau SAA barus menyertakan fotocopy SK 

Penp,ngkeran. 
4. Pemustaka dapat mencsri buku yang dibutuhkan 

melalui katalog onHne atau langsung mencsri di rak 
buku. 

5. Pemustaka yang akan Pinjam Buku barus 
menyertakan: 
a. menunjukan Identitaa; 
b. begi TA atau SAA barus menunjukkan fotocopy 

SK Pengangkatan, 

3. s�. 
Mekanisme, 
dan Prosedur 

1. ... ............... 

Pemlfotalm Mongl.8i 
buku Tamu 

tt.am10nlinc 
Oi pernustakaan 

Pmnusutkn 
Menyera.hkan 

Judul Buku Kcpada 
1'Wlktka wan 

• ! 
�o.tnkn 
Me n.rlD.fta,,- 

M enjrutl Anggolil 
Perpilinnk::lil:n 

Pemu�taka Menu.lib 
Judul Kn.tale>& 

P�rpu�l,:llkun Oai'am 
Kompu w Oibanll.l 

' 

' 

?ustalw.wnn Meng_· 
Enay IM.�.SC.O 

B!=o4c} .J11dul Buku 
Yang DiµmJam Oh!h 

Pimu•talm. 
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NO. KOMPONEN URAIAN 
Keterangan: 
a. Pemustaka mengisi Buku Tamu Perpustakaan 

secara online pada komputer yang disediakan di 
ruang Perpustakaan; 

b. Pemustaka mendaftarkan diri menjadi anggota 
Perpustakaan DPR RI (bagi yang belum menjadi 
Anggota Perpustakaan); 

c. Pemustaka memilih judul buku pada katalog 
perpustakaan dalam komputer yang disediakan 
dibantu oleh Pustakawan; 

d. Pemustaka menyerahkan judul buku yang dipilih 
kepada Pustakawan; 

e. Pustakawan meng-entry (men-scan barcode) judul 
buku yang dipinjam oleh pemustaka; 

f. Pemustaka menerima buku sesuai dengan 
pilihannya dari Pustakawan; 

g. Proses peminjaman buku selesai. 

2. Pengembalian Buku 

F 
Pemuslalm Mangii1 

buku Tamu 
Sl'enra Orilin� DI 

l'erp,.istll.la,an 
DPRRI 

Ptlalllk.awan 
Meng-Entry IM•n- 

9Qu1bAn:odoJ Judut 
Buku i"11ng pip,i;uo,rn 

PE;!,jOSJ'AJ<A 

Proses 
Pen gem halian 
Buku Selesai 
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Pustakawan 



NO. KOMPONEN URAlAM 
Keterangan: 
a. Pemustaka mengisi Buku Tamu Perpustakaan 

secara online pada komputer yang disediakan di 
ruang Perpustakaan; 

b. Pemustaka menyerahkan buku yang telah 
dipinjam dari Pustakawan; 

c. Pustakawan menerima bukusesuai dengan buku 
yang dipinjam dari Pemustaka; 

d. Pustakawan meng-entry (men-scan barcode) judul 
buku yang dipinjam oleh pemustaka; 

e. Proses pengembalian buku selesai. 

Jangka Waktu Maksimal lima (5) menit untuk men-scan barcode dan 
4. Penyelesaian memberikan cap tanggal kembali untuk satu (1) judul 

buku. 

5 Biaya/Tarif Tidak dikenakan biaya/ Gratis. 

6. Produk Buku 
Pelayanan 

7. Sarana, 1. Website; 
Prasarana 2. Katalog on line; 
dan/atau 
Fasilitas 3. Komputer; 

4. Jaringan internet; 
5. Pesawat telepon dan fax. 

8. Kompetensi SDM yang kompeten dalam melayani pemustaka 
Pelaksana dalam menyediakan buku/informasi. 

9. Pengawasan 1. Atasan langsung Kepala Bidang Perpustakaan; 
Internal 2. Kepala Pusat Data dan Informasi. 

10. Penanganan Saran, kritik maupun pengajuan keberatan terkait 
Pengaduan, layanan perpustakaan disampaikan melalui: 
Saranadan • Email: oerpustakaan@dor.go.id; Prasarana 

• Media sosial; 
• Telepon/fax; 021. 5715817/5715846 
• Kotak saran. 

11. Jumlah Minimal 2 (dua) orang Pustakawan di layanan 
Pelaksana sirkulasi. 

12. Jaminan Layanan sirkulasi diberikan dengan cepat, tepat dan 
Pelayanan dapat dipertanggungjawabkan. 
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13. .Jaminan • Pengadaan koleksi perpustakaan dapat 
Keamanan dipertanggungjawabkan. 
dan • SLIMS Keselamatan 
Pelayanan • RFID 

• CC'IV 

14. Evaluasi 1. Evaluasi laporan per bulan; 
K.tnerja 2. Evaluasi laporan tahunan. 
Pelaksana 

SEKRETARIS JENDERAL, 

,:o�.f.:., 
NIP. 196611141997031001 
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LAMPIRAN VII KEPUTUSAN 
SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 1803 /SEKJEN/2019 
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2019 

STANDAR PELAYANAN 
PELAYANAN KEPROTOKOLAN DI BANDARA 

BAGIAN ACARA 

J.110. KOMPONEl'l URAIAN 

1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang 
Keprotokolan; 

b. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Informasi Publik; 

c. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang 
Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian DPR RI; 

d. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Keterbukaan lnformasi Publik di DPR RI; 

e , Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen dan BK 
DPR RI sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 7 
Tahun 2018; 

f. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor 369/SEKJEN/2013 tentang 
Penetapan Pedoman Penyusunan, Penetapan dan 
Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Sekretariat 
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

g. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 
Rakyat Repu blik Indonesia N omor 
1713/SEKJEN/2017 tentang Penetapan Maklumat 
dan Standar Pelayanan di Lingkungan Sekretariat 
Jenderal dan Sadan Keahlian Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia. 

2. Persyaratan 
Pelayanan 

a. Anggota DPR RI; 
b. Pejabat eselon I dan II; 
c. Tiket Elektronik dan/atau kode Booking. 
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NO. KOMPONEN 
Standar Pelayanan Keprotokolan Keberanzkatan: 

l!,NQOOTJ\ OPR Rl/ 
PEJAllAT ES 1/11 

DWEMPVT P&TUGA.S 
PROTO�L 

Anggota DPR 
RI/Pejabat Es.I/II 
menginformasikan 

kedatangan 

MICIOOTA DPR 'RJ/ 
PSJABAT e:s. i1n 

Ml!INY&� T!KE'T 
l)� OAllAl:ll 

Anggota DPR RI/Pejabat 
Es.I/II melakukan reservasi 

jmenginfokan tiket elektronik 
dan kode booking) ke 

Petugas Protokol Bandara 

Sis tern, 
mekanisme, 
dan prosedur 

3. 

Anggota DPR 
RI/Pejabat Es.I/II 

menunggu di 
lounge 

Anggota DPR 
RI/Pejabat Es.I/II 

menerima boarding 
tiket dan tanda bagasi 

Anggota DPR 
RI/Pejabat Es.I/II 

diantar menuju 
pintu boarding 

Anggota DPR 
RI/Pejabat Es.I/II 
menerima layanan 
check in tiket dan 

pengurusan bagasi 

CHECK- ,�� 
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NO. KOIIPONEN 
Keterangan: 
a. Anggota DPR Rl/Pejabat Es. I/ii melakukan reservasi 

(menginfokan tiket elektronik dank ode booking) l (satu) 
hari sebelum keberangkatan ke petugas Administrasi 
Protokol Bandara (5 menit]: 

b. Anggota DPR RI/Pejabat Es. 1/11 menginformasikan 
kedatangan kepada Petugas Protokol yang bertugas di 
Bandara; (5 menit); 

c. Anggota DPR RI/ Pejabat Es. l/11 <lijemput Petugas 
Protokol Bandara dipintu masuk Terminal Bandara yang 
telah ditentukan (10 menit); 

d. Anggota DPR RI/Pejabat Es. 1/11 menyerahkan Bagasi 
kepada Petugas Protokol Bandara; (5 menit); 

e. Anggota DPR RI/Pejabat Es. 1/11 menerima pelayanan 
check-in tiket dan pengurusan Bagasi di counter priority 
(apabila ada bagasi), (10 menit/perorang); 

f. Anggota DPR RI/Pejabat Es. 1/11 diantar Petugas Protokol 
Bandara menuju Lounge melalui jalur fast track; (5 
menit); 

g. Anggota DPR Rl/Pejabat Es. 1/11 menerima boarding tiket 
dan tanda bagasi dari Petugas Protokol Bandara (5 
menit); 

h. Anggota DPR RI/Pejabat Es. 1/11 diantar Petugas Protokol 
Bandara menuju pin tu boarding pesawat. (25 menit). 

Standar Pela9pen Keprotokolan Kedatanpu: 

Anggota OPR RI/Pcjabat 
Es.I/II melakukan 

reservasi ke Petugas 
Protokol Bandera 

Anggota DPR 
RI/Pejabat Es.I/II 
dijemput Petugas 

Protokol Bandara di 
pintu garbarata 
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•o. KOIIP01'U 

M<ny<rahkan 
1ei,da 1'ukd 

bq,181 
lalpda. 
Pmpa 
Prolokol 
'Bandora • I• 

Anggota DPR Rl/Pejabat 
Es.I/II diantar menuju 

ruang tunggu pengambilan 
baaasi 

Anggota DPR 
Rl/Pejabat Es.I/II 
menerima layanan 

pengambilan bagasi 
dan diantar menuju 

loby penjemputan 

Keterangan: 
a. Anggota DPR RI/Pejabat Es. I/II melakukan reservasi I 

(satu) hari sebelum kedatangan ke petugas Administrasi 
Protokol Bandara (5 menit); 

b. Anggota DPR RI/Pejabat Es. I/II dijemput oleh Petugas 
Protokol Bandara yang sudah standby/siap di pintu 
Garbarata ( 10 menitJ sebelum Landing; 

c. Anggota DPR RI/Pejabat Es. 1/11 disambut Petugas 
Protokol dan diantar menuju ke ruang tunggu 
pengambilan bagasi; (20 menit); 

d. Anggota DPR RI/Pejabat Es. 1/11 memberikan tanda bukti 
bagasi kepada Petugas Protokol Bandara (5 menit); 

e. Anggota DPR RI/Pejabat Es. 1/11 menerima layanan 
pengambilan bagasi oleh Petugas Protokol Bandara dan 
diantar menuju Joby penjemputan; (40 menit). 

4. Jangka waktu Layanan keprotokolan untuk keberangkatan ± 70 menit/ 
penyelesaian keberangkatan 

Layanan keprotokolan untuk kedatangan ± 80 menit/ 
kedatangan 

5. 
6. 

7. 

Biaya/ tarif 

Produk 
pelayanan 

Sarana, 

Tidak dipungut Biaya 

Pe!ayanan Keprotokolan Keberangkatan dan Kedatangan 
di Bandara 

a. Surat: 
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NO. KOMPONEN URAIAN 
Prasarana b. Email: bag_acara@dpr.go.id 
dan/atau c. Telp: Bandara Soctta 021 29215887 
Fasilitas 

d. WhatsApp: 
(reservasi: Bandara Soetta 081212666739, 
Bandara Halim 081212666839) 

e. Fax. 021- 5715351 

8. Kompetensi SDM yang berkompeten dalam melayani Keprotokolan 
Pelaksana Anggota DPR RI dan Pcjabat Eselon J dan Il dalam 

keberangkatan dan kepulangan di Bandara. 

9. Pengawasan a. Atasan langsung Kepala Subbag Acara Pimpinan, 
Internal Setjen dan BK DPR RI. 

b. Kepala Bagian Acara, Setjen dan BK DPR RI. 

10. Penanganan a. Tcrkait Pelayanan Keprotokolan Bandara 
Aspirasi, disampaikan melalui Kotak Suara di: 
saran, dan Bagian Acara 
masukan. 

Gcdung Nusantara III lantai I Y, 
Telp. 021- 5715845; 
Fax. 021- 5715351 

b. Tcrkait Pelayanan Keprotokolan di Bandara dapat 
disampaikan melalui email: bag_acara@dpr.go.id 

11. Jumlah Bandar a 37 (Soetta 26 orang, Halim PK 11 orang) 
Pelaksana Pe tu gas 

12. Jaminan Lay an an dibcrikan dengan cepat, tcpat dan dapat 
Pelayanan dipcrtanggungjawabkan. 

13. Jaminan a. lnformasi yang diberikan olch Petugas dijamin 
Keamanan kcabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 
dan b. Pe tu gas Bandara yang melayani Keprotokolan 
Keselamatan Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan 11 
Pelayanan mendapatkan pcnugasan dari atasan langsung; 

14. Evaluasi Evaluasi laporan bulanan. 
Kinerja 
Pelaksana 

SEt!fa ;DEM•. 
!NORA ISKANDAR 
NIP. 196611141997031001 
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LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN 
SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 1803 /SEKJEN/2019 
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2019 

STAlfDAR PELAYAlfAlf 
PENYELENOOARAAN RAPAT - RAPAT DI LINGKUNGAN ALAT 

KELENGKAPAlf DEWAN PERWAKILAlf RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA (AKD) 

NO. KOMPO.NElf 

I. Dasar Hukum a. Undang-Undang .Nomor 25 Tahun 2009 
lentang Pclayanllil Publlk; 

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 
tentang Majclls Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakllim 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2018; 

c. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 
tentang Sekretariat Jenderal dan Badan 
Keahlian Dewan Pcrwakilan Rakyat Republik 
Indonesia; 

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 
Tahun 2014 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan 
Pelayanan Publik Secara Nasional; 

e. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan 
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris 
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 7 Tahun 2018; 

f. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 
369/SEKJEN/2013 tentang Penetapan Pedoman 
Penvusunan, Penetaoan dan Peneraoan Standar 
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NO. KOMPONEN URAlAN 
Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Jenderal 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

g. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
l 713/SEKJEN/2017 tentang Penetapan 
Maklumat dan Standar Pelayanan di 
Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan 
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia. 

2. Persyaratan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Pelayanan Indonesia (Anggota DPR RI) 

3. Sis tern, Standar Pelayanan Penyelenggaraan Ra12at 
mekanisme, 
dan prosedur 

ANt.t,01,..0Plt • .-'J,0(;01'.A.DPII RI 
1\1 MP..N6RIM,\ Ml!Nl!KJM,r,. IIAUAN 

l,IND,\NO"-"l RAPAT RAl'AT 

..a 
AN(l(",!JTA 01.'R RI • ANGGOTA DPR RI 

�tEJIIEJUMA LAYANAN MINGHADIR.! lll\N 
S£LAMAUGll\l� Ml'Nl\.'ID/\'fANuANI 

R.Al'ATBERJ.ANGSllNrl OAFTA!l HAIIIR RA!'Af .. 
ANOOOTA �f!;Nl!PJMA -+ AN0<.10 rA MENERIMA 

!.AY.\NAN UNT"(!K" 11:lll\"SEP K�:!IIMPULAN 
Ml!NY ... MPAIKAN DfJ"<l ... "C,,.U �ll?IJTIJSAN 

fA.�OO!J'AN' KA.PAI 
1'.i;lrtANYMi'j 

..a 
i\NGCiOTA �!MA 

LAl'ORAN �INCiKAT 
VA.'1!) SIIDAJ.I 

DITANDA"l'ANQANI 
l<El1JA RcAPAT 

Keterangan: 
a) Anggota DPR RI menerima undangan rapat dari 

Sekretariat AKO dalam bentuk hardcopy atau 
SMS Gateway; 

bl Anazcta DPR RI menerima bahan raoat dari 
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NO. KOIIPONEN tJRAIAB 
Sekretariat AKD (ketersediaan bahan rapat 
bergantung pada kecepatan penyediaan bahan 
dari mitra kerja/TA AKD/BK); 

c] Anggota DPR RI menghadiri dan 
menandatangani Daftar Hadir yang sudah 
disediakan oleh Sekretariat AKD; 

d) Anggota DPR RI mendapatkan Layanan Seiama 
Rapat berlangsung, antara lain berupa: Bahan 
Rapat Susulan, Data dan Informasi terkait 
rapat, jamuan rapat; 

e) Anggota DPR RI mendapatkan Layanan berupa 
kesempatan menyampaikan 
tanggapan/ pertanyaan; 

fl Anggota DPR RI menerima layanan konsep 
kesimpulan dan/atau Keputusan rapat berupa 
penayangan di slide; 

gl Anggota DPR RI menerima laporan singkat yang 
sudah ditandatangani oleh Ketua Rapat. 

4. J angka waktu 5 [lima] hari penyelesaian 

5. Biaya/tarif Tidak dipungut Biaya 

6. Produk Pelayanan Penyelenggaraan Rapat-Rapat di AKO Pelayanan 

7. Sarana, a. Website; 
Prasarana b. RuB.Dg Rapat dan sarana kelengkapannya; 
dan/atau 
Fasilitas e Softcopy dan/atau hardcopy dolrumen; 

d. Database informasi; 
e. Komputer / Laptop; 
f. Jaringan internet; 
g. Pesawat telepon dan fax; 
h. Mesin fotocopy; 
i. Alat scan; 
j. Jamuan rapat; 
k. ATK 

8. Kompetensi SDM yang memiliki kompetensi memberikan 
Pelaksana pelayanan dalam penyelenggaraan rapat 

9. Pengawasan Atasan langsung yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi 
Internal Pratama di lingkungan Deputi Bidang Persidangan 
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NO. KOMPONEN CIRAloU 
10. Penanganan Penanganan aspirasi saran dan masukan dapat 

Aspirasi, disampaikan secara langsung atau melalui 
saran, dan surat/email/telp/fax kepada Pejabat Pimpinan 
masukan. Tinggi Pratama terkait. 

11. Jumlah 
Minimal 10 orang untuk masing-masing AKD Pelaksana 

12. Jaminan Pelayanan Rapat diberikan dengan cepat, tepat dan 
Pelayanan dapat dipertanggungjawabkan. 

13. Jaminan 
Pelayanan terhadap Anggota DPR RI yang diberikan Keamanan dan 

Keselamatan dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan 
Pelayanan peraturan perundang-undangan. 

14. Evaluasi a. Evaluasi laporan per Masa Sidang; Kinerja 
Pelaksana b. Evaluasi laporan Tahunan. 
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STAIIDAR PELAYAIIAII 
KUIIJUl'IGAII KERJA ALAT KELEIIGKAPAl'I DEWAN PERWAKILAl'I 

RAKYAT REPUBLIK Jl'IDOIIESIA (AKD) 

110. KO�NEII URAIAN 

I. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik; 

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018; 

c. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 
tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 
2014 ten tang Pedoman Penyelenggaraan 
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara 
Nasional; 

e. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018; 

f. Keputusan Sekrctaris Jenderal Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 
369 / SEKJEN /2013 tentang Penetapan Pedoman 
Pcnyusunan, Penempan dan Penerapa» Standar 
Pelayanan di Lmgkung,m SeknltariaL Jendcral Dewan 
Perwalalan Rakyat Republlk lndonellla.. 

g. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
1713/SEKJEN/2017 tentang Penetapan 
Maklumat dan Standar Pelayanan di Lingkungan 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

2. Persyaratan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Pelayanan Indonesia (Anggota DPR RI) 
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NO. KOMPONEN URAlAN 
3. Sistem, 

mekanisme, 
dan prosedur ANGGOTA DPR RI 

MENERIMA 
PEMBERITAHUAN/ 

KONFIRMASI 
KEIKUTSERTAAN 

DAI.AM KUNJUNGAN 

ANGGOTA DPR RI 
M ENER!MA DOKU!\'IEN 

PERJAL.ANAN DINAS 

ANGOO'l'ADPR RI 
MENERIMA LAV /\HAN 
DAl'i PENDAl\iPlNOAN 

DAI.AM KUNk'ER 

ANGGOTA DPR RI 
MENERIMA LAYANAN 

PEN GURU SAN 
ADMIN!STRASI 

PERJALANAN DINAS 

ANGGOTA DPR RI 
1,!E,N ERlMA JA,.OW AL 
DAN BAHAN KUl'lKER 

ANOOOTA DPR RI 
MENERJMA l,APORAN 

HASIL KUNKER 

Standar Pelayanan Kunjungan Kerja 

KETERANGAN: 
1) Anggota DPR RI menerima pemberitahuan/ 

konfirmasi keikutsertaan dalam kunjungan kerja 
2) Anggota DPR RI menerima Layanan Pengurusan 

Administrasi Perjalanan Dinas, berupa: 
a) Dalam Negeri : 

Hak keuangan, Tiket, Akomodasi, SPPD. 
b) Luar Negeri 

Hak keuangan, Tiket, Akomodasi, SPPD, Exit 
Permit, Visa, Paspor. 

3) Anggota DPR RI menerima jadwal dan Bahan 
Kunjungan Kerja; 

4) Anggota DPR RI menerima dokumen Perjalanan 
a) Dalam Negeri : 

Hak keuangan, Tiket, Akomodasi, SPPD. 
b] Luar Negeri 

Hak keuangan, Tiket, Akomodasi, SPPD, Exit 
Permit, Visa, Paspor. 

5) Anggota DPR RI menerima layanan 
pendampingan dalam kegiatan Kunker 
Pendam in an dan la anan selama erialanan. 
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NO. KOIIPOIIBB URAIAN 
Layanan Rapat, akomodasi); 

6) Anggota DPR RI menerima Laporan Hasil Kunker 

4. Jangka waktu Minimal 2 minggu 
penyelesaian 

5. Bia ya/ tarif Tidak dipungut Biaya 

6. Produk Pelayanan Kunjungan Kerja 
pelayanan 

7. Penanganan a. Ala t Trans po tasi; 
pengaduan, b. Tiket; saran, dan 
masukan c. Akomodasi 

d. Komputer/Laptop; 
e. Jaringan Internet; 
f. Pesawat telepon dan fax; 
g. Mesin fotocopy; 
h. Alat scan. 

8. Kompetensi SDM yang memiliki kompetensi memberikan 
Pelaksana pelayanan dan pendampingan dalam kunjungan 

kerja AKD 

9. Pengawasan Atasan langsung yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi 
Internal Pratama di lingkungan Deputi Bidang Persidangan 

10. Penanganan Penanganan aspirasi saran dan masukan dapat 
Aspirasi, disampaikan secara langsung atau melalui 
saran, dan surat/email/telp/fax kepada Pejabat Pimpinan 
masukan, Tinggi Pratama terkait. 

11. Jumlah Minimal 2 orang 
Pelaksana 

12. Jaminan Pelayanan Kunjungan Kerja diberikan dengan 
Pelayanan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan; 

13. Jaminan Pelayanan terhadap Anggota DPR RI yang diberikan 
Keamanan dan keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan 
Keselamatan perundang-undangan. 
Pelayanan 

14. Evaluasi Evaluasi laporan per Masa Sidang; 
Kinerja 
Pelaksana 
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NO. KOIIPOIIBlf 

1. Dasar 
Hukum 

STANDAR PELAYANAN 
SJDANG PENANGANAN PERKARA 

MAHKAIIJAH KEHORMATAN DEWAN 

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik; 

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018; 

c. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan 
Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional; 

e. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

f. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata 
Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia; 

g. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018; 

h. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 369/SEKJEN/2013 
tentang Penetapan Pedoman Penyusunan, Penetapan 
dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan 
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia. 

i. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 
I 713/SEKJEN/2017 ten tang Penetapan Maklumat 
dan Standar Pelayanan di Lingkungan Sekretariat 
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan 
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NO. KOMPO.lllEN 
Rakyat Republik Indonesia. 

2. Persyaratan 
Pelayanan 

a. Anggota Dewan 
Indonesia; 

b. Pengadu. 

Pcrwakilan Rakyat Republik 

3. Sistem, 
mekanisme , 
dan 
prosedur 

Standar Pelayanan Sidang Penanganan Perkara 
Pengaduan dan Perkara Tanpa Pengaduan 
PENG ADU 

PENGADU/ 
TERADU f SAKSI 

MENERIMA 
UNDANGAN SIDANG 

PENG ADU /TERADU / 
SAKSI MEMASUKI 
RUANO SIDANG 

PENOADU/ 
TERADU/SJ\KS1 

MEJIIOIIW11 SIDANG 

PENGADU/TERADU/ 
SAKS! HADIR DAN 
MENANDATANGANI 

DAITAR HADIR 

PENCIADV/ 
TERAOU/ SAl(SJ 
MENUNGOU DI 

RUANOTUNGGU 

PENGADU/ 
TElRAOU/SAK.SI 
MltNTNOOAKLAN 
RUANO SlDANCJ 

PENOADU/ 
TERADU I SASKI 

MENERIMA JNFORMASI 
HASIL SIDANO 

Keterangan: 
a. Pengadu/Teradu/Saksi menerima undangari sidang; 
b. Pengadu/Teradu/Saksi hadir di Sekretariat 

Mahkamah Kehormatan Dewan dan 
menandatangani Daftar Hadir; 

c. Pengadu/Teradu/Saksi menunggu di ruang tunggu- 
sampai dengan dipersilahkan masuk ke ruang 
sidang; 
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NO. KOMPONEN URAIAN 
d. Pengadu/Teradu/Saksi dipersilahkan memasuki 

Ruang Rapat Sidang dan menempati tempat yang 
telah ditentukan; 

e. Mendapat Pelayanan selama mengikuti Rapat 
Sidang di Sekretariat Mahkamah Kehormatan 
Dewan; 

f. Pengadu/Teradu/Saksi meninggalkan ruang siding 
dengan diantar Petugas Sekretariat Mahkamah 
Kehormatan Dewan; 

g. Pengadu/Teradu/ Saksi menerima informasi hasil 
sidang. 

ANGGOTA 

ANOOOTA DPR RJ 
MENER!MA 

UNDANGAN $!DANG 

ANGGOTA DPR RI 
MENER!MA LAYANAN 
SELAMA KEGIATAN 

S!DANG BERLANGSUNG 

ANOOO'l'A MENERIMA 
V.YANAN UNl1JX 
MF.NYAM.PA!1WII 

TANGOfJ'AN/ 
l>ERTAN'\'.MN 

>\NOGOTA DPR � 
MENERlMA BAHAN 

SIPANO 

11.NGOOTA Dl'R RI 
MENGHAn!RJ DIIN 
M&N<\®ATIINQ/\N1 

Dlll'"TAR Hit.Olli SID/I.NO 

ANGGOTA MEliERIM,\ 
U,PORAN Stl\"OKA.1' 

YA.NO !IUDMI 
DIT i\NDATANGANI 

Keterangan: 
a) Anggota DPR RI menerima undangan sidang dari 

Sekretariat AKO dalam bentuk hardcopy atau SMS 
Gateway; 

b) Anggota DPR RI menerima bahan sidang dari 
Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan; 

c) Anggota DPR RI menghadiri dan menandatangani 
Daftar Hadir yang sudah disediakan oleh 
Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan; 
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NO. KOIIPONEN URAIAN 
d) Anggota DPR RI mendapatkan Layanan Selama 

sidang beriangsung; 
e) Anggota DPR RI mendapatkan Layanan berupa 

kesempatan menyampaikan tanggapan/ 
pertanyaan; 

f) Anggota DPR RI menerima laporan singkat yang 
sudah ditandatangani oleh Sekretaris Rapat atas 
nama Ketua Rapat. 

4. Jangka 
waktu 
penyeiesaian 

Disesuaikan dengan dikeiuarkannya putusan 

5. Biaya/tarif 

6. Produk 
Pelayanan 

7. Sarana, 
Prasarana 
dan/atau 
Fasilitas 

Tidak dipungut Biaya 

Pelayanan Penyelenggaraan 
Kehoramatan Dewan 

Sidang Mahkamah 

1. Website; 
m. Ruang Rapat dan sarana kelengkapannya; 
n. Softcopy dan/atau hardcopy dokumen; 
o. Database informasi; 
p. Komputer / Laptop; 
q. Jaringan internet; 
r. Pesawat telepon dan fax; 
s. Mesin fotocopy; 
t. Alat scan; 
u. ATK 

8. Kompetensi 
Pelaksana 

SDM yang memiliki kompetensi memberikan 
pelayanan daiam penyelenggaraan sidang 

9. Pengawasan 
Internal 

10. Penanganan 
Aspirasi, 
saran, dan 
masukan. 

Atasan Iangsung yaitu Kepala Biro Persidangan II 

Penanganan aspirasi saran dan masukan dapat 
disampaikan secara langsung a tau melalui 
suratj emaily te lpj fax kepada Sekretariat Mahkamah 
Kehormatan Dewan 
a. Datang langsung 

Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan 
Gedung Nusantara I lantai 1 

b. Surat 
Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan 
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NO. KOMPONEN 

11. Jumlah 
Pelaksana 

12. Jaminan 
Pelayanan 

13. Jaminan 
Keamanan 
dan 
Keselamatan 
Pelayanan 

14. Evaluasi 
Kinerja 
Pelaksana 

Gedung Nusantara I lantai 1 
Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta, 10270 

c. Email : set_mkd@dpr.go.id 
d. Telp/Fax : 021 57857053, 57857054; Fax 021 

57857052; 

10 orang (eek ABK) 

Pelayanan Sidang diberikan dengan cepat, tepat dan 
dapat dipertanggungjawabkan. 

Pelayanan Sidang terhadap Pengadu, Teradu, Saksi 
dan/atau Saksi Ahli yang diberikan, dijamin 
kerahasiaannya sesuai dengan peraturan Perundang- 
undangan. 

Evaluasi laporan per Masa Sidang; 

SE?� �DERAL, 

INDRA ISKANDAR 
NIP. 196611141997031001 
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LAMPIRAN IX KEPUTUSAN 
SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 1803 /SEKJEN/2019 
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2019 

STANDAR ANALISIS RINGKAS CEPAT (ARC) 

110 KOMPONEN 

I. Dasar Hukum I. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik; 

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik; 

3. Undang - Undang No.17 Tahun 2014 tentang 
MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 2 Tahun 2018; 

4. Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2015 tentang 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR 
RI; 

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Setjen dan BK DPR RI sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Sekjen DPR RI Nomor 7 Tahun 2018; 

6. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
369/SEKJEN/2013 tentang Penetapan Pedoman 
Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar 
Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Jenderal 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

7. Permenpan No. 39 Tahun 2014 tentang Jabatan 
Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara. 

2. Persyaratan 
Pelayanan 

1. Anggota DPR 
a. Melalui 

kepada 
dengan 

surat permintaan yang ditujukan 
Kepala Pusat Kajian Anggaran 
menyebutkan tema analisa yang 

62 



NO ROMPOMEN 
dimmta; etau 

b. Datang secara langsung ke Pusat Kajian 
Anggaran dengan mengrsi formulir 
permohonan Analisis Ringkas Cepat. 

2. Alat Kelengkapan DPR (AKO) 
Melalui Nota Dinas yang ditujukan 
Kepala Pusat Kajian Anggaran 
menyebutkan tema analisa yang diminta. 

kepada 
dengan 

3. Sistem, 
Mekanisme dan 
Prose dur 

Pengguna layanan 
(Anggota DPR) datang 

langsung 

Pe:nguoa layanan mengirim 
surat permintaan (Anggota 

DPR) atau Nota Dinas 
permintaan (AKD) 

Pengguna layanan menerima konfirmasi 
penyelesaian ARC 

Pengguna 
layanan 

menunggu 
penyelesaian 
penyusunan 

ARC 
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110 KOllPODII 

Pengguna 
lay an an 

menerima 
ARC 

Kctcrangan: 
1. Pcngguna layanan mengirimkan surat 

pennintaan (Anggota OPR} atau Nota Dinas 
Pcnnintaan (AKO} penyusunan ARC yang 
ditujukan kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran 
dcngan diserta.kan tcma yang akan dikaji 
(pemberitahuan awal pcrmintaan ARC dapat 
dilakukan mclalui telcpon}. 
a tau 
Pcngguna layanan (Anggota OPR} datang sccara 
langsung kc Pusat Kajian Anggaran dan mcngisi 
formulir pcrmohonan Analisis Ringkas Ccpat. 

2. Pcngguna layanan mcncrima konfirmasi batas 
waktu pcnyclesaian ARC. 

3. Pcngguna layanan mcnunggu penyelcaaian 
penyusunan ARC 

4. Pengguna layanan (Anggota dan AKO} mcncrima 
hasil kajian ARC. 

4. 

5. 
6. 

7 

Jangka Wa.lcru 
Penyelesaian 

Biaya/Tarlf 

Produk 
Pelayanan 

Saran a, 

Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak ditcrimanya 
permohonan Analisis Ringkas Ccpat. 

Tidak dikcnakan biaya / tarif. 

Analisis Ringkas Ccpat tcrkait dcngan Anggaran 
Pcndapatan dan Bclanja Negara. 

a. Website; 
Prasarana dan b. Ruang tunggu dan sarana kelcngkapannya; 
atau Fasilitas 

d. Database informasi; 
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c. Softcopy dan/atau hardcopy dokumcn; 



NO XOMPOIIEJI URAJ.A.N 
e. Komputer/Laptop; 
f. Jaringan Internet; 
g. Pesawat telepon dan fax; 
h. Mesin fotocopy; 
i. Alat Scan; 
j. Aia1 Tulis Kan tar; 
k. Software SPSS, Eviews, SAS, Lisrel, Sta ta, 

Minitab dan Mathtype. 

8. Kompetensi Memiliki kompetensi teknis terkait Analis APBN 
Pelaksana sesuai dengan standar kompetensi jabatan Analis 

APBN 

9. Peugawasan Kepala Pusat Kajian Anggaran 
lnternal 

10 Penanganan Saran, kritik maupun pengajuan keberatan terkait 
Pengaduan, Analisis Ringkas Cepat disampaikan secara 
Saran a dan langsung a tau melalui surat/ email/telp./fax 
Prasarana kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran; 

a. Datang langsung 
Pusat Kajian Anggaran 
Gedung Setjen dan BK DPR RI 
Lantai 6 Ruang 602 
JI. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 

b. Surat 
Pusat Kajian Anggaran 
Gedung Setjen dan BK DPR RI 
Lantai 6 Ruang 602 
JI. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 

c. Email melalui 
httgs: l lnuskajianggaran.dgr.go.id lkontak 

d. Telp./Fax : (021) 571269/571635 

l l. Jumlah 39 orang Analis APBN 
Pelaksana 

12. Jaminan Analis Ringkas Cepat dikerjakan oleh Analis APBN 
Pe lay an an yang kompeten. 
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NO KOlll'Ol'IBl'f URA.lAl'I 

13. Jaminan Materi yang diberikan dijamin keabsahan dan dapat 
Keamanan dan dipertanggungjawabkan. 
Keselamatan 
Pelayanan 

14. Evaluasi Evaluasi laporan tahunan. 
Kinerja 
Pelaksanaan 

S�;-DERAC, 
INDRA ISKANDAR 
NIP. 196611141997031001 
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NO. KOMPOHEN 

1. Dasar 
Hukum 

LAMPIRAN X KEPUTUSAN 
SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 1803 /SEKJEN/2019 
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2019 

STANDAR PELAYANAN 
PEMBERIAN STEMPEL SPPD 

URAIAN 

h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik; 

i. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan. Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daer ah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2018; 

j. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 
tentang Sekretariat Jenderal dan Sadan 
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia; 

k. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
6 Tahun 2015 ten tang Organisasi dan Tata 
Kerja Sekretariat Jenderal dan Sadan 
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris 
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 7 Tahun 2018; 

1. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
369/SEKJEN/2013 tentang Penetapan 
Pedoman Penyusunan, Penetapan, dan 
Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan 
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia. 
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NO. KOMPONEN 

2. Persyaratan 
Pelayanan 

URAJAlf 

a. Menunjukan ldentitas asli pemohon 
b. Surat tugas 
c. Mengisi buku SPPD 

3. Sis tern, 
mekanisme, 
dan prosedur 

STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN STEMPEL 
SPPD 

' 

/ 

PEMOHON DATANG 
MENYERAHKAN 
PERMOHONAN 

PEMBERIAN 
STEMPEL SPPD 

PEMOHON 
MENERIMA 
LAYANAN 

PEMOHON 
MENINGGALKAN 

BAGIAN 
PERSURATAN DAN 

PENYIMPANAN 

l'EMOHON 
MENYERAHKAN 

BERAAS DAN 
PERSYARA'rAN 

PEMOHON 
MENUNGGU 

Keterangan: 
1. Pemohon menyampaikan permohonan. 

Pemohon datang langsung ke Bagian Tata 
Persuratan dengan membawa SPPD untuk 
distempel. 
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NO. KOMPONEN URA.lAll 

2. Pe mo hon menyerahkan berkas dan 
persyaratan. 
Pemohon menyerahkan berkas SPPD yang 
akan diberikan stempel dan melengkapi 
persyaratan yang telah ditentukan. 

3. Pemohon Menunggu. 
Pemohon menunggu di tempat yang sudah 
ditentukan atau di ruang tunggu penyedia 
layanan. 

4. Pemohon menerima layanan. 
Pemohon menerima layanan berupa berkas 
SPPD yang telah diberikan stempel. 

5. Pemohon meninggalkan Bagian Tata 
Persuratan 
Pemohon setelah menerima layanan 
penstempelan SPPD meninggalkan Bagi an 
Tata Persuratan. 

4. Jangka 
waktu 15 menit per SPPD 
penyelesaian 

5. Biaya/tarif Tidak dipungut Biaya 

6. Produk Pemberian Stempel SPPD Pelayanan 

7. Sarana, - Buku SPPD 
Prasarana Alat komunikasi dan/atau - 
Fasilitas - Mesin Foto Copy 

- Alat Tulis Kantor 
- Stempel 

8. Kompetensi SDM yang memiliki kompetensi memberikan 
Pelaksana pelayanan pemberian stempel 
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NO. KOMPONEl'I URAIAN 

9. Pengawasan Atasan langsung yaitu Kepala Biro Umum 
Internal 

10. Penanganan Disampaikan secara langsung di loket Bagian 
Aspirasi, Persuratan dan Penyimpanan, Telepon a tau 
saran, dan melalui Email: 
masukan. 1. Loket Penerimaan Baagian Persuratan dan 

Penyimpanan Gedung Setjen dan BK DPR RI 
Jin. Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270; 

2. Telepon; (021) 5715723; 
3. Email : bag_persuratan@dpr.go.id 

11. Jumlah 5 orang Pelaksana 

12. Jaminan Pemberian stempel SPPD diberikan dengan 
Pelayanan cepat. 

13. Jaminan 
Keamanan 
dan Stempel yang diberikan dijamin keasliannya 
Keselamatan 
Pelayanan 

14. Evaluasi Evaluasi layanan pemberian stempel per bulan 
Kinerja Evaluasi layanan pemberian stempel per tahun 
Pelaksana 
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NO. KOMPONEN 

1. Dasar 
Hukum 

STANDAR PELAYANAN 
PENERIMAAN SURAT 

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik; 

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2018; 

c. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 
tentang Sekretariat Jenderal dan Badan 
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia; 

d. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan 
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris 
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 7 Tahun 2018; 

e. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
369/SEKJEN/2013 tentang Penetapan 
Pedoman Penyusunan, Penetapan, dan 
Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan 
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia. 

2. Persyaratan 
Pelayanan 

Identitas surat: 
- Nama Penerima surat; 
- Tujuan surat. 
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1'0, KOIIP01'E1' 

3. Sistem, 
mekanisme, 
dan prosedur PEMOHO'N DATANG 

KEl BAGIAN 
PERSURA'l'AN DAN 

PENYIMPANAN 

PEMOHON 
MEN"ElRJ.MA 

LAYANAN 

PEMOHON 
MENlNOOALJ<A1,1 

BAGIANTATA 
PERSURATAN 

PEMORON 
DATANG 

MENYERARKAN 
SURAT 

PEW).HOr; 
MENUNOOU 

STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN SURAT 

Keterangan: 
1. Pemohon datang ke Baglan Persuratan dan 

Penyimpanan. 
Pemohon datang langsung ke Bagian Tata 
Persuratan. 

2. Pemohon menyerahkan surat. 
Pemohon menyerahkan surat yang akan 
disampaikan sesuai tujuan surat. 

3. Pemohon menunggu. 
Pemohon menunggu di tempat yang sudah 
ditentukan atau di ruang tunggu penyedia 
layanan. 
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NO. KOMPONEN t1RAIAN 
.... Pemohon menerima layanan. 

Pemohon menerima layanan berupa tanda 
terima surat yang berisi: 
- Nama Penerima; 
- Hari/Tanggal; 
- Jam 
- Cap/Stempel apabila diperlukan. 

5.Pemohon meninggalkan Bagian Tata 
Persuratan 
Pemohon setelah menerima layanan 
penyampaian surat meninggalkan Bagi an 
Tata Persuratan. 

4. Jangka Penerimaan surat 5 menit/persurat 
waktu Surat sampai pada tujuan 1 (satu) hari 
penyelesaian 

Catatan: 
Terkait dengan surat aspirasi dan pengaduan 
masyarakat disampaikan kepada Bagian 
Pengaduan Masyarakat. 

5. Bia ya/ tarif Tidak dipungut Biaya 

6. Produk Penerimaan surat Pelayanan 

7. Sarana, - Komputer 
Prasarana Printer dan/atau 

. 
Fasilitas . Alat komunikasi 

- Mesin Foto Copy 
- Alat Tulis Kantor 

- Stempel 
- Jam 

8. Kompetensi SOM yang memiliki kompetensi memberikan 
Pelaksana pelayanan Penerimaan surat 
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110. KOMPOUN U;RAWf 

9. Pengawasan Atasan langsung yaitu Kepala Biro Umum Internal 

10. Penanganan Disampaikan secara langsung di loket Bagian 
Aspirasi, Persuratan dan Penyimpanan, Telepon atau 
saran, dan melalui Email: 
masukan. 1. Loket Penerimaan Bagian Persuratan dan 

Penyimpanan Gedung Setjen dan BK DPR RI 
Jin. Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270; 

2. Telepon; (021) 5715723; 
3. Email: bag_persuratan@dpr.go.id 
Catatan: 
Informasi selanjutnya terkait dengan surat 
aspirasi dan pengaduan masyarakat diberikan 
nomor kontak Bagi an Pengaduan Masyarakat 
telepon (021) 5715815. 

11. Jumlah 18 orang Pelaksana 

12. Jaminan Surat diterima si penerima dengan cepat. Pelayanan 

13. Jaminan 
Keamanan Surat dijamin sampai pada tujuan dan tanda dan 
Keselamatan terima surat. 
Pelayanan 

14. Evaluasi Evaluasi layanan persuratan per bulan 
Kinerja Evaluasi layanan persuratan per tahun Pelaksana 

SEKRETARIS JENDERAL, 

·�/ 
INDRA ISKANDAR 
NIP. 196611141997031001 
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LAMPIRAN XI KEPUTUSAN 
SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 1803 /SEKJEN/2019 
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2019 

STANDAR PELAYANAN 
PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN APLIKASI 

NO. KOMPOIIBN 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik; 

2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 
tentang Sekretariat Jenderal dan Sadan 
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia; 

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik; 

4. Peraturan Pemerintah Republik 
Nomor 82 Tahun 2012 
Penyelenggaraan Sistem dan 
Elektronik; 

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan 
Informatika Republik Indonesia Nomor 4 
Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen 
Pengamanan lnformasi; 

6. Keputusan Sadan Urusan Rumah Tangga 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 15 J BURT/ DPR 
Rl/11/2011-2012 tentang Penetapan 
Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi 
dan Komunikasi Dewan Perwakilan Rakyat 
Repu blik Indonesia; 

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
sebazaimana telah beberapa kali diubah 
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Indonesia 
ten tang 

Transaksi 



NO. 

2. 

KOMPOIIEN 

Persyaratan 
Pelayanan 

terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal 
Nomor 7 Tahun 2018; 

8. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
369/SEKJEN/2013 tentang Penetapan 
Pedoman Penyusunan, Penetapan dan 
Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan 
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia. 

a. Pengguna Layanan: 
Unit kerja di lingkungan Sekretariat 
Jenderal dan Sadan Keahlian Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
(Minimal Eselon III). 

b. Kelengkapan dokumen 
• Nota dinas permohonan pembangunan/ 

pengembangan aplikasi ditujukan 
kepada Kepala Pusat Data dan Informasi 
dengan tembusan Kepala Bidang Data 
dan Teknologi Informasi. 
Nota dinas permohonan pembangunan/ 
pengembangan aplikasi ditandatangani 
oleh eselon II atasan langsung dari unit 
kerja yang mengajukan permohonan 
pembangunan/ pengembangan aplikasi. 

• TOR yang ditandatangani oleh eselon III 
unit kerja yang mengajukan 
permohonan 
pembangunan/pengembangan aplikasi. 
TOR berisi antara lain latar belakang, 
dasar hukum, tujuan dan sasaran, 
kontak personil (person in charge/PIC), 
serta gambaran tentang aplikasi yang 
akan dibangun/ dikembangkan. 
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NO. 

3. 

KOMPONEN 

Sis tern, 
Mekanisme, 
dan Prosedur 

URAIAN 

Alur pembangunan 
baru/ pengembangan aplikasi 

aplikaai 

Pengguna La.yanan 
mengi.rimkan Nota 

Dinas dcngan disertai 
TOR 

P=gguna 1..ayanan 
m"'1uqggu konflrmillri 

permehenan 
J'cnnbangun,m/ 
IH'P!l=b- 

opllkna 

Pengguna Layanan 
menerima konfirm.asi 

atas permohonan 
yang diajukan 

P,;n11111mo. l.ay1u111n 
menfiaplcan 

KepUlUIIHII lcntang 
Pcn.,,tapnn 

Penl!llllnaan Aplikll•I 

Pengguna Layanan 
mencrima aplikasi 

yang telah dibangun/ 
dikembangkan 
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Pengguna Layanan 
menerima undangan 
pemaparan rencana 

pembangunan/ 
pengembangan 

aplikasi 

Pengguna Layanan 
memaparkan 

rencana pembangunan/ 
pengembangan 

aplikasi 

Pcngg, aon 1..t@'mlftn 
bmckoordlnes.l 

dmpn BD'J'rwama; 
pmscs p,mbangunnn/ 

pmxembangan 

l'enl:!Nllll � 
mel!ikuk,,J, l.tj1 !'Oba 

apJncu\ 



RO. 
Keteran1an: 
a. Penggguna layanan mengirimkan Nata 

Dinas perihal permohonan pembangunan/ 
pengembangan aplikasi kepada Kepala 
Pusat Data dan Informasi dengan tembusan 
Kepala Bidang Data dan Teknologi 
Informasi yang ditandatangani oleh eselon 
II atasan langsung dari unit kerja yang 
mengajukan permohonan 
pembangunan/ pengembangan aplikasi. 
Nata Dinas diampiri dengan TOR. 

b. Pengguna Layanan menerima undangan 
dari Kapusdatin untuk melaksanakan 
pemaparan rencana 
pembangunan/ pengembangan aplikasi. 

c. Pengguna Layanan melaksanakan 
pemaparan rencana 
pembangunan/pengembangan aplikasi. 

d. Pengguna Layanan menunggu konfirmasi 
dari Kapusdatin mengenai permohonan 
pembangunan/pengembangan aplikasi. 

e. Pengguna Layanan menerima konfirmasi 
dari Kapusdatin berdasarkan pembahasan 
yang telah dilaksanakan sebelumnya. 

f. Pengguna Layanan berkoordinasi dengan 
BDTI selama proses 
pembangunan/ pengembangan aplikasi. 

g. Pengguna Layanan melakukan uji coba 
aplikasi yang telah 
dibangun/ dikembangkan. Hasil uji coba 
akan digunakan dalam penyempurnaan 
aplikasi. 

h. Pengguna Layanan menyiapkan Keputusan 
Sekretaris Jenderal tentang Penetapan 
Penggunaan Aplikasi yang memuat 
petunjuk teknis penggunaan aplikasi yang 
dibuat oleh BDTI. 

i. Pengguna Layanan menerima aplikasi yang 
telah disempurnakan dan dapat 
mempersiapkan pelaksanaan sosialisasi 
a tau bimbingan teknis dengan 
pendampingan dari BDTI. 

78 



NO. 

4. 

5. 
6. 

KOIIPONEN 

J angka Waktu 
Penyelesaian 

Biaya/Tarif 

Produk 
Pelayanan 

a. Pengguna Layanan menerima undangan 
dari Kapusdatin untuk melaksanakan 
pemaparan rencana 
pembangunan/ pengembangan aplikasi 
paling lambat 5 hari kerja setelah Nota 
Dinas permohonan diterima oleh 
Kapusdatin. 

b. Pengguna Layanan menerima konfirrnasi 
terkait permohonan 
pembangunan/pengembangan aplikasi dari 
Kapusdatin paling larnbat 5 hari kerja 
setelah pemaparan dilaksanakan. 

c. Pengguna Layanan menerima laporan 
perkembangan selama pelaksanaan 
pembangunan/ pengembangan berlangsung. 
Jangka waktu 
pembangunan/ pengembangan aplikasi 
disesuaikan dengan kompleksitas aplikasi 
yang dibangun dengan minimal 4 bulan 
dan maksimal 10 bulan kalender yang 
memungkinkan untuk diperpanjang pada 
tahun berikutnya. 

d. Pengguna Layanan melakukan uji coba 
aplikasi dalam waktu 3 hari kerja dan 
pengguna layanan mengisi formulir uji coba 
sebagai bahan masukan untuk 
penyempurnaan aplikasi. Pada tahap ini 
dapat dilaksanakan dalam beberapa kali uji 
coba sampai dengan aplikasi dinyatakan 
siap serah terima. 

e. Pengguna Layanan menerima aplikasi yang 
telah disempurnakan paling lambat 5 hari 
kerja setelah penyempurnaan uji coba 
terakhir dilaksanakan. 

Tidak dipungut biaya/tarif. 

Pembangunan aplikasi baru a tau 
pengembangan terhadap aplikasi TI unit kerja 
baik berupa Website, Sistem Informasi, 
Aplikasi, Mobile Apps, maupun Database yang 
digunakan di lingkungan DPR RI disertai 
dengan kelengkapan buku manual dan 
lamoiran daftar pengguna, admin dan operator 
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11'0. KOIIPOll'BII' 
aplikasi. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Saran a, 
Prasarana 
dan/atau 
Fasilitas 

Kompetensi 
Pelaksana 

Pengawasan 
Internal 

Penanganan 
aspirasi, saran, 
dan masukan 

a. Komputer/Laptop 
b. Smartphone 
c. Tablet 
d. Printer 
e. Scanner 
f. Software Programming 
g, Software Database 
h. Server dan storage 
i. Jaringan internet dan intranet 
j. Pesawat Telepon dan Fax 

a. SOM yang berkompeten dalam melakukan 
identifikasi kebutuhan, analisis dan 
perancangan aplikasi; 

b. SOM yang berkompeten dalam melakukan 
pemrograman aplikasi dan database; 

c. SOM yang berkompeten dalam melakukan 
instalasi (deployment) aplikasi ke sistem 
server dan jaringan komputer; 

d. SOM yang berkompeten dalam perancangan 
dan implementasi keamanan sistem 
informasi; 

e. SOM yang mampu melakukan komunikasi 
dan kerjasama secara efektif. 

a. Atasan langsung Kepala Bidang Data dan 
Teknologi Informasi; 

b. Kepala Pusat Data dan lnformasi. 

Penanganan aspirasi saran dan masukan dapat 
disampaikan secara langsung atau melalui 
telepon/fax kepada Bidang Data dan Teknologi 
Informasi: 
a. Secara langsung 

Bidang Data dan Teknologi lnformasi 
Gedung Nusantara 1 Lantai 2 Ruang 258 
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta; 
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JIO. KOKPOJIEJI 1JRAIAJI 

b. Telepon/fax : 021-5756065 a tau 021- 
5756069, fax 021-5756070 

11. Jumlah SOM pelaksana berjumlah 22 orang Pranata 
Pelaksana Komputer di bi dang Aplikasi, Jaringan dan 

Infrastruktur, serta Layanan Tl. 

12. Jaminan Layanan pembangunan dan pengembangan 
Pelayanan aplikasi diberikan dengan cepat, tepat dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

13. Jaminan Jaminan keamanan terhadap pembangunan 
Keamanan dan dan pengembangan aplikasi mencakup: 
Keselamatan a. Kerahasiaan, yaitu pencegahan dari akses Pelayanan ilegal user yang tidak memiliki 

kepentingan. 
b. Keamanan data, yaitu mencegah rusak 

atau hilangnya data yang tersimpan di 
server. 

c. Pengaturan segmentasi pengguna 
berdasarkan hak akses. 

d. Penyimpanan data aplikasi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

14. Evaluasi Evaluasi laporan tahunan. 
Kinerja 
Pelaksana 
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STANDAR PELAYANAN 
PENGELOLAAN JARJNGAN INTERNET 

NO. KOIIPOIIEN URAIAN 

1. Dasar Hukum 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik; 

10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang 
Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 82 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 
Elektronik; 

12.Peraturan Menteri 
Informatika Republik 
Tahun 2016 tentang 
Pengamanan Informasi; 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 
Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik; 

14.Keputusan Badan Urusan Rumah Tangga 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor 15/BURT/DPR RI/11/2011-2012 
tentang Penetapan Pedoman Pengelolaan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

15. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen dan BK 
DPR RI sebagaimana telah beberapa ka1i diubah 
terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal 
Nomor 7 Tahun 2018; 

16. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 
369/SEKJEN/2013 tentang Penetapan Pedoman 
Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar 
Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Jenderal 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 
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2. Persyaratan 
Pelayanan 

URAIAJI 

Pemanqan jaringan Internet 
Pengguna Layanan: 
Unit Kerja, Anggota DPR 
Kelengkapan dokumen: 
a. Unit Kerja 

Nota dinas permohonan pemasangan jaringan 
internet yang ditujukan kepada Kepala Pusat 
Data dan Informasi dengan tembusan Kepala 
Bidang Data dan Teknologi Informasi. 
Nota dinas permohonan pemasangan jaringan 
internet ditandatangani oleh eselon II atasan 
langsung dari unit kerja yang mengajukan 
permohonan. 

b. Anggota DPR 
Surat permohonan pemasangan jaringan 
internet yang ditujukan kepada Kepala Pusat 
Data dan Informasi dengan tembusan Kepala 
Bidang Data dan Teknologi Informasi. 
Surat permohonan pemasangan jaringan 
internet ditandatangani oleh Anggota DPR 
yang mengajukan permohonan. 

Perbalb.n jaringan Internet 
Pengguna Layanan: 
Anggota DPR, Unit Kerja, PNS, Non-PNS, serta 
tamu resmi yang berada di lingkungan Setjen dan 
BK DPR RI. 
Kelengkapan dokumen: 

• Nota dinas perbaikan jaringan internet yang 
ditujukan kepada Kepala Pusat Data dan 
Informasi dengan tembusan Kepala Bidang 
Data dan Teknologi Informasi. 
Nota dinas perbaikan jaringan internet 
ditandatangani oleh eselon II atasan 
langsung dari unit kerja yang mengajukan 
permohonan. 

a tau 
• Tiket pengaduan 

iarinzan internet 
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KO. KOIIPOKU 
pengguna layanan melalui telepon atau 
Whatsapp di nomor hubung 0215756100. 

3. Sistem, Alur pelayanan pemaaangan jarlngan Internet 
Mekanisme, 
dan Prosedur 

Pcngguna Layanan Pcngguna Layanan 
mengirimkan Nota mcmpcrailahkan BDTI 
Dina& permohonan untuk melalrukan 

pcD1881ll118lljaringan peninjauan kondiai 
internet ruangan 

'- 

� 

Pcngguna Layanan 
Pcngguna Le,yanan 

menunggu konfinnaai 
menerima konflrmaai permohonan 

ataa permohonan yang pemuanganjaringen 
disjukan internet 

,, 

� 

Pcngguna Layanan 

* 
Pcngguna Layanan 

menerima 18,yanan melakukan uji coba 
pemaaangen jaringan konekai jaringen 

internet internet 

'- 

� 

Pcngguna Layanan Pcngguna Layanan 
menerima basil mengiai lrueaioner pekcrjaan pemesengan kepuaoan layanan jaringen internet 

, 
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Keterangan: 
a. Penggguna layanan mengirimkan Neta Dinas 

perihal permohonan pemasangan jaringan 
internet kepada Kepala Pusat Data dan 
lnformasi dengan tembusan Kepala Bidang 
Data dan Teknologi Informasi yang 
ditandatangani oleh eselon II atasan langsung 
dari unit kerja yang mengajukan permohonan. 

b. Pengguna Layanan memberikan ijin kepada 
tim teknis BDTI melakukan peninjauan ke 
lokasi untuk memastikan kondisi fisik 
jaringan internet saat ini. 

c. Pengguna Layanan menunggu konfirmasi dari 
Kapusdatin mengenai permohonan 
pemasangan jaringan internet. 

d. Pengguna Layanan menerima konfirmasi dari 
Kapusdatin berdasarkan hasil penmjauan 
yang telah dilaksanakan sebelumnya. 

e. Pengguna Layanan menerima layanan 
pemasangan jaringan internet yang 
berlangsung. 

f. Pengguna Layanan melakukan uji coba 
koneksi jaringan internet yang telah 
dikembangkan. 

g. Pengguna Layanan menerima hasil pekerjaan 
pemasangan jaringan internet dan 
menandatangani formulir hasil pekerjaan. 

h. Pengguna Layanan mengisi kuesioner 
kepuasan layanan. 
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Alur perbaikan gangguan jarlngan internet 

Pengguna Layanan 
Mcngirimkan Nola 

Dina.a a.tau 
menghubungi hotline 

BDTI perihal 
perbailcan jaringan 

r 

Pengguna Layanan 
Mengirimkan Nola 

Dinas alau 
menghubungi hotline 

BDTI perihal 
perbailcan jaringan 

Pengguna Layanan 
informasi penyebeb 
gangguan internet 
dan memberikan 

persetujuan untuk 
tindak Janjut 

Pengguna Layanan 
menerima �anan 
perbeikan jaringan 

intern.et 

Pengguna Layanan 
mengisi kuesioner 
kepuaaen layanan 

Pengguna Layanan 
mempersilahkan BDn 

untuk melakuken 
peninjauan dan 

identifilcasi gi,ngguan 

Pengguna La.Yanan 
melakukan uji coba 

koneksi jaringan 
internet 

Pengguna Layanan 
menerimahaail 

pekerjaan perbailcan 
gi,ngguan jaringan 

internet 

Keterangan: 
a. Penggguna layanan mengajukan permintaan 

perbaikan gangguan jaringan internet dengan 
menghubungi nomor Hotline BDTI 021- 
5756100 / 5756065 baik melalui telepon atau 
aplikasi Whatsapp. 
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b. Pengguna Layanan menerima konfirmasi tiket 

pengaduan gangguan internet dan akan 
ditindaklanjuti dengan melakukan 
peninjauan lokasi. 

e, Pengguna Layanan mempersilahkan tim 
teknis BDTI melakukan peninjauan ke lokasi 
untuk identifikasi gangguan yang terjadi. 

d. Pengguna Layanan menerima informasi 
penyebab gangguan jaringan .nternet dan 
memberikan persetujuan untuk tindak lanjut 
perbaikan. 

e. Pengguna Layanan menerima layanan 
perbaikan jaringan internet. 

coba 
telah 

melakukan uji 
internet yang 

f. Pengguna Layanan 
koneksi jaringan 
diperbaiki. 

g. Pengguna Layanan menerima hasil pekerjaan 
perbaikan gangguan jaringan internet dan 
menadatangani formulir hasil pekerjaan. 

h. Pengguna Layanan mengisi kuesioner 
kepuasan layanan. 

4. J angka Waktu 
Penyelesaian 

Pemasangan jaringan internet 
a. Pengguna Layanan menerima penmjauan 

lokasi atas permohonan pemasangan jaringan 
internet baru yang dilakuk=r- oleh BDTI 
paling lambat 2 hari kerja setelah Nota Dinas 
permohonan jaringan internet diterima oleh 
Kapusdatin. 

b. Pengguna Layanan menerima konfirmasi 
terkait permohonan pemasangan jaringan 
internet dari Kapusdatin paling lambat 2 hari 
kerja setelah peninjauan lokasi urlaksanakan. 

c. Pengguna Layanan menerima layanan 
pemasangan jaringan internet berlangsung. 

d. Pengguna Layanan melakukan uji coba 
koneksi internet saat itu juga dan 
menandatangani formulir hasil pekerjaan 
sebagai dokumentasi pelaksar, .. an pekerjaan 
serta mengisi kuesioner kepuasan layanan. 
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NO. KOMPONEN 
Perbalkan gangguan Jarlncan Internet 

a. Pengguna Layanan menerima konfirmasi 
tiket pengaduan gangguan internet telah 
diterima paling lambat 1 jam setelah 
Pengguna Layanan mengirimkan 
pengaduan gangguan melalui hotline 
pengaduan. 

b. Pengguna Layanan menerima peninjauan 
lokasi atas perbaikan gangguan jaringan 
internet yang dilakukan oleh BDTI paling 
lambat 2 hari kerja setelah tiket pengaduan 
diterima oleh tim BDTI melalui hotline 
pengaduan. 

c. Pengguna Layanan menerima layanan 
perbaikan jaringan internet berlangsung. 

d. Pengguna Layanan melakukan uji coba 
koneksi internet saat itu juga dan mengisi 
formulir serah terima sebagai dokumentasi 
pelaksanaan pekerjaan. 

5. 

6. 

Biaya/Tarif 

Produk 
Pelayanan 

Tidak dikenakan biaya/tarif. 

Pengembangan jaringan internet baru dan atau 
perbaikan atas gangguan jaringan internet serta 
hak akses layanan internet bagi pengguna di 
lingkungan DPR RI. 

7. Saran a, 1. Komputer/Laptop 
Prasarana 2. Smartphone 
dan/atau 
Fasilitas 3. Tablet 

4. Printer 
5. Scanner 
6. Aplikasi Network 
7. Aplikasi Database 
8. Software utility jaringan 
9. Server 
10. Jaringan Internet 
11. Pesawat Telepon dan Fax 
12. Hardware Networking Tools, seperti obeng 

set, crimping, LAN tester. tanaaa. patch 
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cable. 

8. Kompetensi 1. SOM yang berkompeten dalam melakukan 
Pelaksana identifikasi kebutuhan, analisis dan 

perancangan system jaringan komputer 
2. SOM yang berkompeten dalam melakukan 

perbaikan system jaringan komputer 
3. SOM yang berkompeten dalam melakukan 

instalasi perangkat infrastruktur system 
jaringan komputer 

4. SOM yang berkompeten dalam perancangan 
dan implementasi keamanan sistem 
informasi; 

5. SOM yang mampu berkomunikasi dan 
berkoordinasi secara efektif. 

9. Pengawasan 1. Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi; 
Internal 2. Kepala Pusat Data dan Informasi. 

10. Penanganan Saran, kritik, dan pengaduan dapat disampaikan 
Pengaduan, kepada BOT!: 
Sarana dan c. Menghubungi nomor Hotline Service di 021- Prasarana 5756100 melalui telepon ataupun 

Whatsapp; 
d. Secara langsung disampaikan kepada BOT! 

di Gedung Nusantara 1 Lantai 2 Ruang 258 
atau 210; 

e. Melalui telepon/fax dapat menghubungi 
nomor 021-5756065 a tau 021-5756100, 
faksimile 021-5756070. 

11. Jumlah SOM pelaksana berjumlah 22 orang Pranata 
Pelaksana Komputer dan 6 orang PPNPN di bidang Jaringan 

dan Infrastruktur, Aplikasi, serta Layanan TI. 

12. Jaminan Layanan pembangunan dan pengembangan 
Pelayanan jaringan diberikan dengan cepat, tepat dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 
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13. Jaminan Jaminan keamanan jaringan yang mencakup; 
Keamanan 1. Kerahasiaan, yaitu pencegahan dari akses 
dan ilegal user yang tidak memiliki 
Keselamatan kepentingan. 
Pelayanan 2. Keamanan data, yaitu mencegah rusak 

a tau hilangnya data yang tersimpan di 
server. 

3. Kenyamanan pelayanan, yaitu pengaturan 
segmentasi pengguna berdasarkan hak 
akses. 

14. Evaluasi Evaluasi laporan tahunan. 
Kinerja 
Pelaksana 

··�;._ 
INDRA ISKANDAR 
NIP. 196611141997031001 
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